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ABSTRAK

Ulil Absor, 210202110172, 2025, Komparasi Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah
No. 8623 Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang ‘Amil
Zakat Non Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:
Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Kata Kunci: Zakat, Amil, Fatwa, MUI, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, Non Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketetapan
hukum antara fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623, yang membolehkan
keterlibatan non Islam dalam penyaluran zakat, dengan fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa ‘Amil zakat harus
beragama Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif,
dengan menelaah sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadits, pendapat ulama
empat mazhab, serta dokumen fatwa resmi dari kedua lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga sama-sama
berlandaskan pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur’an surat Az-Taubah ayat 60,
yang menyebutkan kedudukan ‘amilin ‘alayha sebagai golongan penerima zakat.
Namun, perbedaan muncul dalam penafsiran dan penerapan hukumnya. MUI
memahami zakat sebagai ibadah mahdhah yang menuntut keimanan pelaksana,
sehingga non Islam tidak diperkenankan menjadi amil. Sebaliknya, Dar al-Iftd’ al-
Misriyyah menafsirkan zakat dalam kerangka sosial dan kemanusiaan, sehingga
membuka ruang bagi non Islam untuk berperan dalam aspek administratif dan
teknis, tanpa mengubah substansi ibadah zakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan terletak dalam hal penyebutan
Hadits, metode istinbath, serta keputusan hukum dalam menentukan status agama
‘Amil Zakat. Sedangkan persamaannya terletak dari sisi dalil utama yang digunakan
serta dalam mendefinikan ‘Amil Zakat. Kesimpulannya, kedua fatwa berorientasi
pada kemaslahatan umat, namun berbeda dalam batasan peran non Islam dalam
sistem pengelolaan zakat.
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ABSTRACT

Ulil Absor, 210202110172, 2025, Comparison of Fatwa of Dar al-Ifta’ al-
Misriyyah No. 8623 and Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 of 2011
Concerning Non-Muslim Zakat ‘Amil, Undergraduate Thesis, Sharia Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik
Ibrahim Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Keywords: Zakat, Amil, Fatwa, MUI, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, Non Islam.

This study aims to analyze and compare the legal determinations between
the fatwa of Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623, which allows the involvement of
non-Muslims in the distribution of zakat, and the fatwa of Majelis Ulama Indonesia
(MUI) No. 8 of 2011, which affirms that zakat administrators (‘ami/) must be
Muslims. The research employs a normative-comparative juridical approach,
examining Islamic legal sources such as the Qur’an, Hadith, opinions of the four
schools of Islamic jurisprudence, and the official fatwa documents of both
institutions.

The findings reveal that both institutions base their rulings on the same
primary legal source, namely the Qur’an, Surah A#-Taubah verse 60, which
mentions ‘amilin ‘alayhd as one of the rightful recipients of zakat. However,
differences arise in their interpretation and application. Majelis Ulama Indonesia
(MUI) views zakat as a form of pure worship ( ibadah mahdah) that requires the
faith of its executor; thus, non-Muslims are not permitted to act as ‘amil.
Conversely, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah interprets zakat within a social and
humanitarian framework, thereby allowing non Muslims to participate in
administrative and technical aspects without altering the essence of zakat worship.

This study affirms that the differences lie in the citation of hadiths, the
methods of legal derivation (istinbat), and the legal rulings regarding the religious
status of zakat administrators ( ‘@Gmil zakat). Meanwhile, the similarities are found
in the primary evidences used and in the definition of ‘amil zakat. In conclusion,
both fatwas are oriented toward the public welfare (maslahah), but they differ in
defining the boundaries of the role of non Muslims in the zakat management system.
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PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap

menggunakan transliter ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pedoman transliterasi yang
didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika

Serikat.

. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel. 1
Arab Indonesia Arab Indonesia
| L t
- b L z
& t ¢ ¢
& th ¢ gh

xii



z j - f
z h 3 q
¢ kh 4 k
2 d J 1
3 dh e m
B r 0 n
J z 3 w
o S -2 h
o sh ¢/l
Ul S $ y
U= d

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya
dengan menuliskan coretanhorisontal di atas huruf, seperti a, 1dan T. ( s,
). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua
huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’
marbiitah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan
dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan

dengan “at”.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi
ganda: spiritual dan sosial. Sebagai ibadah maliyyah ijtima ‘iyyah, zakat
tidak hanya berfungsi sebagai sarana pensucian harta dan jiwa, tetapi juga
sebagai instrumen distribusi ekonomi dalam masyarakat Islam. Hal ini
ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah a/-Taubah ayat 60, bahwa
zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan (4shnaf al-tsamaniyyah)
yaitu fakir, miskin, amil, mu’allaf, rigab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu
sabil. Dari ayat ini, para ulama bersepakat bahwa zakat memiliki tata kelola
dan syarat-syarat khusus yang berbeda dengan bentuk sedekah atau hibah
biasa, termasuk dalam hal siapa yang berhak menyalurkannya dan siapa

yang boleh menjadi pengelolanya (‘Amil Zakat).!

Seiring perkembangan lembaga zakat modern, persoalan siapa yang
boleh menyalurkan zakat menjadi isu fighiyyah kontemporer yang menuntut
kejelasan hukum. Di tengah globalisasi dan kerja sama lintas agama,
muncul praktik bahwa lembaga kemanusiaan internasional yang sebagian
besar dipimpin atau dikelola oleh non Islam ikut terlibat dalam

pendistribusian dana zakat, khususnya untuk daerah konflik dan

! Mutya Ramadhanti et al., “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak
Menerima Zakat,” Juni 2 (2024): 447-51.



pengungsian. Misalnya ketika zakat hendak disalurkan ke Eropa seringkali
mustahik Islam tersebar berstatus migran atau pengungsi, dan akses
langsung oleh organisasi zakat luar negeri terbatas oleh hukum sipil,
pembatasan perbankan, serta kapasitas organisasi lokal.? Dalam situasi
seperti itu, menggunakan jaringan lokal yang kebanyakan berupa non-Islam
dapat mempercepat bantuan, namun menimbulkan problem legitimasi

syariah jika amil bukan Islam atau jika lembaga menarik biaya.

Salah satu isu yang memunculkan perdebatan figh kontemporer
adalah bolehkah zakat dikelola atau disalurkan oleh pihak non-Islam, baik
secara langsung maupun melalui lembaga internasional yang beranggotakan
lintas agama. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di
Indonesia menggandeng organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
yaitu United Nations Children’s Fund (UNICEF), dalam program
kemanusiaan yang membantu anak-anak korban krisis baik di Indonesia
maupun di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan kemanfaatan
zakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di daerah

konflik serta wilayah bencana kemanusiaan.?

2 Noor Achmad and Tri Handayani, “Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di
Indonesia,” Igtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 9, no. 2 (2022): 119-44.

3 “BAZNAS Dan UNICEF Kerja Sama Bantu Anak Korban Krisis Kemanusiaan,” accessed October
17, 2025, https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/baznas-dan-unicef-kerja-sama-bantu-
anak-korban-krisis-kemanusiaan.



Langkah BAZNAS tersebut mendapat dukungan luas dari
masyarakat internasional karena menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi
instrumen solidaritas global yang menembus batas negara dan agama. Akan
tetapi, di sisi lain, muncul pertanyaan hukum figh yang serius yaitu apakah
sah dan sesuai syariat apabila penyaluran zakat dilakukan dengan
melibatkan lembaga internasional seperti UNICEF yang secara struktural

bukan lembaga Islam dan banyak dikelola oleh non Islam.

Demikian juga terjadi pada lembaga-lembaga internasional seperti
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang bukan
lembaga Islam dan beranggotakan pengelola dari berbagai latar belakang
agama, mulai mengelola dan menyalurkan dana zakat dari umat Islam di
seluruh dunia. UNHCR meluncurkan inisiatif “Refugee Zakat Fund” sejak
tahun 2019, bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat dunia Islam untuk
membantu para pengungsi, terutama di Suriah, Yaman, Afghanistan, dan
negara-negara konflik lainnya.* Dalam praktiknya, UNHCR menerima dana
zakat dari donatur Islam dan menyalurkannya kepada penerima yang
memenuhi kriteria asndaf. Namun, pengelolaan dana zakat di lembaga ini
dilakukan oleh pegawai dari berbagai agama, tidak terbatas pada Islam

saja.’

4 Alfiyah Alfiyah and Resa Rasyidah, “IMPLEMENTASI REFUGEE ZAKAT FUND UNHCR
DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN TAHUN 2019-2024,” AS-SIYASAH : Jurnal
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (May 30, 2025): 89.

5 Nabila Syifa Hasmara, “KAMPANYE KEMANUSIAAN UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM TINJAUAN MEDIA DAKWAH
(CAMP CAT Essential Communication Components)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
2021).



Dalam konteks inilah muncul Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No.
8623, yang secara substansial menyatakan bolehnya penyaluran zakat oleh
pihak non-Islam, selama lembaga tersebut hanya bertindak sebagai
perantara (wakil) yang menyalurkan dana zakat kepada penerima yang sah
menurut syariat Islam, tanpa mengambil keuntungan dan dengan menjaga
ketentuan syar‘i zakat. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menegaskan bahwa yang
menjadi ukuran bukan status agama penyalur, melainkan tujuan dan
mekanisme penyaluran yang memastikan zakat sampai kepada ashnaf yang

berhak.®

Fatwa ini mencerminkan pendekatan fikih kontemporer yang
kontekstual dan terbuka terhadap perubahan sosial. Dar al-Ifta’ al-
Misriyyah menilai bahwa zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat
disalurkan melalui lembaga non Islam selama tidak mengubah sifat
ibadahnya. Prinsipnya sejalan dengan kaidah yang diperhatikan adalah
substansi, bukan semata nama (al-‘ibrah bi al-ma‘ani la bi al-asma’).
Dengan demikian, selama lembaga non Islam hanya menjadi agen amanah
yang mengantarkan zakat kepada penerima yang sah, maka hal itu
diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian fuqaha’ yang
membolehkan non Islam bertugas dalam urusan teknis keuangan umat
Islam, selama tidak menyangkut aspek ritual dan tidak menimbulkan

mafsadah.

6 dy yeaall LLBY) o - B30 )68 A Cpaladl e Jee oSa” accessed October 15, 2025, https://www.dar-
alifta.org/ar/fatwa/details/2 1893 /88 - 3 s3- A-Cpabsall- je-Jae-aSa,



Sementara itu, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
melalui Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menegaskan bahwa
pengelolaan zakat merupakan ibadah khusus yang harus dijalankan oleh
Islam yang adil, amanah, dan memahami hukum zakat. MUI dengan tegas
menyatakan bahwa ‘amil zakat harus beragama Islam, karena mereka bukan
hanya mengurus aspek administrasi, tetapi juga memiliki peran ibadah
dalam menunaikan kewajiban zakat umat Islam. Dengan kata lain, zakat
bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga sarana pelaksanaan perintah

Allah, yang menuntut keimanan dan niat ibadah.”

Perbedaan fatwa ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena
mencerminkan dua pendekatan fikih yang berbeda terhadap masalah sosial
kontemporer. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah tampak mengambil pendekatan
fikih realitas (figh wagi) dan tujuan-tujuan hukum Islam (magasid al-
syari‘ah) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan efektivitas
pengelolaan zakat di dunia global, terutama ketika lembaga internasional
seperti NGO kemanusiaan yang sebagian besar dikelola oleh non-Islam
menjadi perantara penyaluran dana zakat kepada pengungsi Islam.
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpegang pada fikih normatif

yang menekankan aspek ibadah dan keotentikan syariat, dengan menjaga

7 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil
Zakat,” Majelis Ulama Indonesia 53, no. 9 (2011): 1689-99.



kemurnian struktur pelaksana zakat agar tetap berada di tangan umat Islam

sendiri.?

Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas
normatif dan kebutuhan praktis dalam konteks pengelolaan zakat modern.
Dalam masyarakat global yang semakin saling terhubung, lembaga-
lembaga kemanusiaan lintas agama sering kali menjadi mitra utama dalam
menyalurkan bantuan kepada kelompok Islam di berbagai belahan dunia.
Jika partisipasi non-Islam sebagai penyalur zakat dianggap batal, maka
potensi distribusi zakat ke wilayah-wilayah krisis yang jauh dan sulit
dijangkau oleh lembaga Islam bisa menjadi terbatas. Namun, jika
dibolehkan tanpa batasan yang ketat, hal ini berpotensi menimbulkan
kekhawatiran terhadap pengalihan fungsi zakat sebagai ibadah khas umat

Islam.

Selain itu, konteks sosial-politik antara Mesir dan Indonesia turut
memengaruhi keluarnya fatwa-fatwa tersebut. Mesir memiliki sejarah
panjang sebagai pusat keilmuan Islam dan merupakan negara yang plural
secara sosial, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas
Kristen Mesir (Koptik). Dalam konteks itu, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
berupaya memberikan solusi fikih yang adaptif terhadap realitas sosial dan

kebutuhan kemanusiaan global.” Sedangkan Indonesia, sebagai negara

8 Faisal Faisal, “SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA ISLAM DAN INDONESIA
(Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve),”
Analisis: Jurnal Studi Keislaman 11, no. 2 (2017): 241-72.

% Arief Sukino, “Dinamika Pendidikan, Mesir, Transformasi, Ilmuan Ulama Nusantara,” Studia
Didaktika: Jurnal llmiah Pendidikan 10, no. 1 (2016): 28-39.



dengan populasi Islam terbesar di dunia, memiliki sistem pengelolaan zakat
yang terinstitusionalisasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, di mana fungsi amil zakat ditempatkan secara
formal sebagai lembaga keagamaan yang identik dengan nilai-nilai Islam.
Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya

menjaga identitas keislaman dalam setiap aspek pengelolaan zakat. !

Oleh karena itu, penelitian komparatif yang mengkaji Dar al-Ifta’
al-Misriyyah No.8623 Tahun 2025 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) No. 8 Tahun 2011 sangat relevan. Kajian semacam ini berfungsi
sebagai basis ilmiah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan stakeholder zakat nasional: apakah dan
bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu direvisi atau diberi
pedoman pelaksana yang lebih kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-

prinsip syar .

Dari sisi akademik, penelitian ini juga relevan karena membuka
ruang untuk mengkaji pendekatan maqasid al-syari‘ah dalam fatwa
ekonomi Islam. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah tampak menitikberatkan pada
maqasid mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (7ahqiq Al-
Maslahah Wa Daf* Al-Mafsadah) dalam konteks kemanusiaan global,
sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan maqasid menjaga

agama (Hifz al-din) dan menjaga harta (Hifz al-mal) dalam konteks

10 Achmad and Handayani, “Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di
Indonesia.”



perlindungan sistem ibadah umat Islam. Komparasi ini akan
memperlihatkan bagaimana nilai-nilai maqasid bisa melahirkan perbedaan

hasil fatwa sesuai dengan prioritas dan konteks sosialnya.

Kajian mengenai zakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi,
baik dalam bentuk studi konseptual, fikih komparatif, maupun kajian
implementatif. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung
memusatkan perhatian pada status agama penerima zakat (asnaf), terutama
pembahasan tentang bolehnya zakat diberikan kepada non-muslim dalam
kategori muallafah qulubuhum. Fokus semacam ini menghasilkan banyak
karya yang menjelaskan teori mustahiq zakat secara umum, termasuk
analisis terhadap keterlibatan non-muslim sebagai penerima atau sebagai
penerima manfaat program zakat. Akan tetapi, sedikit sekali penelitian yang
secara khusus mengangkat isu status keagamaan pihak yang mengelola
zakat, yaitu para amil yang bekerja dalam lembaga resmi yang bertugas
mendistribusikan zakat. Padahal, isu ini memiliki urgensi yang tidak kalah
penting karena terkait dengan otoritas, legalitas, serta batasan-batasan syar*‘i

dalam menjalankan fungsi kelembagaan zakat.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menguatkan
dialog antar lembaga fatwa internasional dan membangun kerangka hukum
zakat global yang tetap sesuai syariah namun mampu merespons tantangan
zaman. Dalam konteks akademik Indonesia, penelitian ini juga dapat
memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih zakat,

perbandingan fatwa, dan metodologi istinbath hukum kontemporer. Hasil



penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
lembaga zakat, para mufti, dan akademisi dalam memahami batasan syar*i

dan ruang ijtihad dalam penyaluran zakat lintas agama dan lembaga.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Komparasi Dar al-Iftd’ al-
Misriyyah No. 8623 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011
tentang ‘Amil zakat Non Islam” menjadi penting untuk memahami
bagaimana dua lembaga otoritatif ini menafsirkan batas antara ibadah dan
kemaslahatan, antara eksklusivitas umat Islam dan keterbukaan terhadap
kerja sama global. Kajian ini tidak hanya menawarkan perbandingan
hukum, tetapi juga refleksi atas arah perkembangan figh zakat di tengah

masyarakat dunia yang semakin plural dan terhubung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum °‘Amil Zakat non Islam menurut Dar al-Ifia’ al-
Misriyyah dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah

dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tentang ‘Amil Zakat non Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum ‘Amil zakat non Islam menurut Dar al-Ifia’ al-
Misriyyah dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah

dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tentang ‘Amil zakat non Islam



D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Komparasi Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
No. 8623 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang
‘Amil Zakat Non Islam” memiliki manfaat yang luas baik secara teoritis
maupun praktis. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah
terhadap pengembangan ilmu fikih kontemporer, tetapi juga memberikan
arah baru dalam memahami hubungan antara ibadah zakat, lembaga
keagamaan, serta dinamika sosial kemanusiaan global. Berikut uraian

manfaat penelitian secara rinci.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi besar
terhadap pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang
fikih zakat kontemporer. Selama ini, pembahasan zakat lebih banyak
difokuskan pada aspek-aspek klasik seperti nisab, haul, dan mustahigq,
sementara aspek kelembagaan dan keikutsertaan pihak non Islam dalam
proses penyaluran zakat masih jarang dikaji secara komprehensif. Oleh
karena itu, penelitian ini akan memperluas cakrawala pemikiran fikih
dengan menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi secara
dinamis dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip

syar‘i.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat
pemahaman akademik bahwa fatwa merupakan hasil dialektika antara

teks, konteks, dan otoritas keagamaan. Pemahaman seperti ini sangat
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bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti, dan lembaga pendidikan

Islam yang menekuni bidang Figh al-Fatwa atau dirasah ifta’iyyah.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang luas bagi

berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintah, dan penulis sendiri.

a. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat Islam, penelitian ini memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum
Islam merespons persoalan kontemporer dalam pengelolaan zakat.
Masyarakat akan mengetahui bahwa perbedaan fatwa bukanlah
pertentangan prinsip, melainkan hasil dari ijtihad yang
mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan.
b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah dan lembaga zakat nasional seperti Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dalam merumuskan kebijakan pengelolaan
zakat yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kajian komparatif
antara Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUTI)
ini memberikan perspektif internasional tentang bagaimana prinsip-
prinsip zakat bisa diterapkan secara lebih fleksibel, tanpa melanggar

aturan syariat.
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E. Definisi Operasional

1. Fatwa

Yang dimaksud dengan fatwa dalam penelitian ini adalah
keputusan hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas atau
lembaga resmi berdasarkan metodologi istinbat tertentu untuk
menjawab persoalan hukum kontemporer. Fatwa bukan hukum positif
yang mengikat secara negara, namun bersifat bayan al-hukm al-syar ‘i
yang memberikan panduan kepada umat Islam dalam melaksanakan
ajaran agama pada persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash.
Fatwa dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain karena
perbedaan konteks sosial, metodologi fikih, dan otoritas keagamaan

yang digunakan dalam menetapkan hukum.'!
2. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah

Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah dalam penelitian ini merujuk kepada
lembaga fatwa resmi Mesir yang berdiri sejak 1895 M atas otoritas
Mufti Mesir. Lembaga ini berfungsi memberikan fatwa kepada
masyarakat, lembaga negara, serta institusi internasional terkait
persoalan fikih kontemporer. Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah dikenal
memakai pendekatan fikih mazhab empat, metode ijtihad jama i, serta
orientasi maqasid al-syariah dalam merespons isu modern. Dalam

konteks penelitian ini, Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah adalah lembaga yang

"Yusefri, IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Curup: LP2 STAIN, 2016).
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mengeluarkan fatwa tentang kebolehan non Islam bekerja dalam
institusi zakat sebagai petugas administratif, dengan ketentuan tidak

menyentuh aspek otoritas keagamaan. '

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga keagamaan
non-pemerintah yang menjadi rujukan resmi umat Islam Indonesia
dalam persoalan keagamaan, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.
Dalam penelitian ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merujuk pada
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan
Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Fatwa ini menegaskan
bahwa amil merupakan bagian dari delapan asnaf sehingga harus
beragama Islam, serta membatasi keterlibatan non-muslim hanya pada
pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan otoritas keagamaan atau

penetapan hukum zakat.'

‘Amil Zakat Non Islam

Yang dimaksud dengan Amil Zakat non Islam dalam penelitian
ini bukanlah individu non-muslim yang menjadi bagian dari asnaf amil,
melainkan non-muslim yang bekerja pada institusi pengelola zakat pada

posisi administratif atau teknis, seperti pencatatan, pendataan,

12 Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA
MUI DAN DAR AL-IFTA MESIR,” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 5, no. 2 (2023):

13 Bahtiar Effendy; Ihsan Ali-Fauzi;, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik
Politik Islam Di Indonesia,” 1998.
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keuangan, transportasi, atau layanan sosial. Dalam perspektif Dar al-
Ifta’ al-Mishriyyah, posisi tersebut dibolehkan karena sifatnya sebatas
tawkil (perwakilan teknis) dan tidak mengandung unsur wilayah
(otoritas keagamaan). Sedangkan dalam perspektif Majelis Ulama
Indonesia (MUI), keberadaan non Islam di dalam lembaga zakat
diperbolehkan sepanjang tidak menyandang status amil yang

merupakan bagian dari mustahiq zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
(library research). Hal itu karena penelitian ini berfokus pada analisis
terhadap norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam dua fatwa,
yakni Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 yang keduanya berbicara

mengenai keabsahan dan batasan kriteria penyaluran zakat.'

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan
komparatif digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara
dua lembaga fatwa yang mewakili dua konteks sosial dan hukum yang

berbeda, yaitu Mesir dan Indonesia. Sementara itu, pendekatan

14 Pramugara Robby Yana et al., METODE PENELITIAN KUALITATIF (TEORI, METODE DAN
PRAKTIK) (Bandung: Widina Media Utama, 2024).
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konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting yang
terkait dengan tema penelitian, yaitu konsep ‘amil zakat, serta
pandangan ulama tentang keterlibatan non-Islam dalam urusan

keagamaan umat Islam. !’

3. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data

primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yaitu sumber utama yang menjadi objek kajian
langsung dalam penelitian ini, meliputi:
1) Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623, yang menjelaskan
kebolehan penyaluran zakat oleh non-Islam
2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, yang
menegaskan bahwa ‘amil zakat harus beragama Islam karena
pengelolaan zakat merupakan ibadah mahdhah yang memiliki
dimensi keagamaan yang kuat.
b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan
penguatan terhadap sumber primer, di antaranya:
1) Kitab-kitab fikih klasik, seperti a/-Majmii ‘ karya al-Nawawi, al-
Mughni karya Ibn Qudamah,, dan Al-Ansaf karya Imam

Alauddin Al-Mardawi, yang membahas ketentuan tentang

15 Sapto Sigit et al., “METODOLOGI RISET HUKUM,” n.d.
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pengelolaan zakat dan siapa saja yang berhak menjadi ‘amil
zakat.

2) Artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang membahas
perbandingan fatwa, zakat, serta hubungan antaragama dalam

konteks lembaga keagamaan.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam
penelitian yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan
objek kajian.'® Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan
data melalui penelusuran berbagai sumber tertulis baik dalam bentuk

cetak maupun digital.

5. Metode Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan
data, yaitu proses mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan
data agar siap dianalisis.!” Metode pengolahan data dalam penelitian ini
menggunakan metode pengolahan berupa kualitatif deskriptif-

komparatif.

a. Analisis Deskriptif.

16 Yasri Rifa and Kata Kunci, “Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data
Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset” 1, no. 1 (2023): 31-37.

17 Tain Palangka Raya and Iain Palangka Raya, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Kualitatif” 1 (2021): 173-86.
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Yaitu mendeskripsikan isi dan substansi kedua fatwa. Pada tahap ini,
peneliti menguraikan latar belakang, dasar hukum, serta pandangan
para mufti terhadap konsep zakat yang dikelola atau disalurkan
‘Amil zakat.
b. Analisis Komparatif
Analisis  komparatif ~merupakan metode analisis  yang
membandingkan dua atau lebih objek untuk menemukan persamaan
dan perbedaan dari segi prinsip, metode istinbat, serta dampak
hukumnya'®. Maka, setelah mendeskripsikan isi fatwa, peneliti
melakukan perbandingan antara Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No.
8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011.
c. Penarikan Kesimpulan
Hasil dari analisis komparatif kemudian disintesiskan menjadi
kesimpulan umum tentang kecenderungan metodologis dan

ideologis kedua lembaga.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dalam penyusunan karya ilmiah, karena berfungsi sebagai bahan
perbandingan maupun persamaan dengan riset sebelumnya. Keberadaan
penelitian terdahulu juga memberikan kejelasan informasi serta menjadi

acuan penting untuk menemukan perbedaan substansi yang kemudian akan

18 Dania Firli, “Studi Figih Dengan Pendekatan Comparative” 6, no. 1 (2022): 38-48.
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dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian

terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Attamimi (2025)
dengan judul “Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil
Zakat dengan Ulama Kontemporer”. Dalam penelitian ini, mengkaji
Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 dalam perspektif pemikiran ulama
kontemporer (seperti Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab), terutama
kesesuaian definisi, syarat dan kewajiban amil zakat. Teori yang
digunakan adalah Teori figh kontemporer, studi pemikiran ulama, serta
teori takhrij fatwa. Peneliti menyatakan bahwa Fatwa MUI secara umum
selaras dengan pandangan ulama kontemporer, tapi ada kebutuhan
penguatan aspek profesionalitas, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap
teknologi serta perubahan sosial."

Penelitian yang ditulis oleh Zaky Mubarok dan Mushlih Candrakusuma
(2021) dengan judul “Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi
Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan”. Penelitian ini
membahas tentang Sinergi amil zakat menurut UU Pengelolaan Zakat.
Teori yang digunanakan adalah teori regulasi zakat, amil zakat. Peneliti
mengatakan bahwa Konsep amil perlu profesionalisasi sesuai dengan

UU 23/2011.%°

Y Muhammad Fikri Attamimi, “Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
Dengan Ulama Kontemporer,” Journal of Figh in Contemporary Financial Transactions 3, no. 2
(2025): 121-37.

20 Zaky Mubarok Sarmada and Mushlih Candrakusuma, “SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA:
KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN,”
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Nilawati, Ikhwan, serta Zulfan (2024)
dengan judul penelitian “Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah
dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Dalam penelitian ini
membahas tentang Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Teori yang digunakan adalah
teori lembaga sosial, zakat sebagai redistribusi. Dalam jurnal ini peneliti
mengatakan bahwa Distribusi ZIS dilakukan tetapi masih ada tantangan
dalam efektivitas.?!

4. Peneltian yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin (2017) dengan judul
penelitian “Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tinjauan Imam
Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda (2017)”. Dalam penelitian
ini membahas tentang Pandangan dari empat mazhab klasik dan teori
Magasid Syariah tentang boleh/tidaknya zakat diberikan kepada non-
Islam. Teori yang digunakan adalah teori magdasid al-syari ‘ah dan teori-
teori mazhab yang empat. Dalam penelitiannya, peneliti menyatakan
bahwa sebagian besar mazhab tidak memperbolehkan penerimaan zakat
oleh non-Islam kecuali dalam kategori mu’allafat qulubuhum. Jasser
Auda dalam kerangka magdsid memberi ruang diskusi terhadap

kemaslahatan tapi tetap memperhatikan syarat-syarat syariah.?

Al-Mabsut:  Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 1 (April 1, 2021): 75-91,
https://doi.org/10.56997/ALMABSUT.V1511.507.

2! Nilawati, Ikhwan, and Zulfan, “Peran Lembaga Amil Zakat Dan Sedekah Dalam Pengentasan
Kemiskinan Di Indonesia,” El-Fagih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 10, no. 2 (October 10,
2024): 442-59.

22 Imam Imam and Fakhruddin Fakhruddin, “Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tunjauan Imam
Madzhab Dan Maqasid Syariah Jasser Auda,” Journal of Islamic Business Law 1, no. 3 (September
30,2017): 2017.
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5. Penelitian oleh Muhammad Amrul Irsyadi & Asmuni (2023) dengan
judul penelitian “Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar al-
Ifta Mesir”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Perbandingan
metode istinbath fatwa antara MUI dan Dar al-Ifia Mesir, termasuk isu
distribusi zakat ke non Islam dalam fatwa-fatwa terkini. Teori yang
digunakan adalah Teori ushul figh dan teori metodologi fatwa. Dalam
penelitian Menunjukkan bahwa meski ada perbedaan konteks, kedua
lembaga menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menetapkan
hukum. MUI lebih konservatif dalam batasan-syariat, sementara Dar al-
Ifta’ lebih fleksibel dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan
realitas kontemporer.>®

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari Seribu Dinar & Syamsul Hilal
(2025) yang berjudul “Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di
Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang Struktur dan
mekanisme manajemen lembaga zakat. Teori yang digunakan adalah
teori manajemen lembaga zakat, tata kelola zakat.dalam penelitian ini
peneliti menjelaskan bahwa mekanisme penghimpunan dan penyaluran
dana ZIS secara menyeluruh.?*

7. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Juliana Al Hasanah Nasution (2021)

dengan judul penelitian “Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu

2 Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA
MUI DAN DAR AL-IFTA MESIR,” Mudsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 5, no. 2 (2023):
61-73.

24 Ashari Seribu Dinar et al., “Manajemen Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia,” Jurnal
Penelitian Multidisiplin Bangsa 2, no. 1 (June 1, 2025): 4048,
https://doi.org/10.59837/JPNMB.V211.434.
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Kontemporer”. Dalam penelitian ini mengkaji Fatwa-fatwa zakat MUI
secara umum dan bagaimana menjawab persoalan kontemporer seperti
perluasan objek zakat, definisi asnaf, dan pengelolaan zakat. Peneliti
menggunakan teori penelitian fatwa, teori figh kontemporer, serta teori
hukum Islam publik. Dalam penelitiannya, peneliti mengatakan bahwa
MUI sudah mengeluarkan sejumlah fatwa yang merespons persoalan
kontemporer (termasuk aspek pengelolaan zakat) namun dalam
beberapa kasus fatwa belum mengatur aspek teknis secara rinci, dan ada
gap antara fatwa dan praktik di lapangan.?

Penelitian yang lakukan oleh Siti Kalimah (2018) dengan judul
“Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Mustahig”. Dalam penelitian membahas tentang Peran
amil zakat dalam kesejahteraan mustahiq. Teori yang digunakan adalah
teori amil zakat, kesejahteraan sosial. Dalam penelitian menghasilkan
rumusan bahwa Peran amil harus kreatif, gigih, amanah agar optimal.?®
Penelitian yang dilakukan oleh Nimas Nabila Ikhsan & Ayu Kholifah
(2025) dengan judul penelitian “I/mplementasi Fatwa MUI Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dalam Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung Jawab Amil”. Penelitian ini mengkaji Bagaimana tugas dan

tanggung jawab amil zakat di LAZISMU Majenang berdasar Fatwa

25 Erni Juliana Al Hasanah Nasution, “Fatwa Zakat MUI Dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer,”
MAARIF 16, no. 2 (December 22, 2021): 322-39.

26 Siti Kalimah, “Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Mustahiq,” El-Fagqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 4, no. 2 (October 30, 2018): 2449,
https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.18.
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10.

MUI No. 8 Tahun 20llseberapa optimal pelaksanaan. Peneiti
menggunakan teori penelitian Good Corporate Governance, teori
manajemen zakat, serta teori hukum Islam tentang amil zakat. Dalam
penelitiannya, peneliti menyatakan bahwa Amil menjalankan tugas
sesuai fatwa tetapi belum optimal disebabkan masalah SDM,
pemanfaatan teknologi, kontinuitas dan efektivitas pengelolaan belum
maksimal.?’

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Supriyadi (2020) dengan judul
penelitian “Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat
dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang PPL”. Dalam penelitian ini
membahas tentang kompetensi amil zakat di kalangan mahasiswa. Teori
yang digunakan adalah teori kompetensi manusia, amil zakat. Peneliti

menjelaskan bahwa kompetensi amil masih rendah, dan memerlukan

peningkatan.”8

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No Nama Penulis, Metode Persamaan Perbedaan
Tahun, dan Judul Penelitian
Penelitian
1 Muhammad Fikri | Dalam Persamaan Dalam  penelitian
Attamimi (2025) | Penelitian  ini | dengan penelitian | ini
dalam jurnal artikel | Menggunakan ini adalah | mengkomparasikan

27 Nur Khasanah Agustina et al., “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
AMIL,” JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN 3,no. 7 (July 10, 2025): 168—80.

28 Ahmad Supriyadi, “KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan
Wakaf [AIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan,” El-Barka Journal of Islamic

Economics

and Business

3, no. 1

https://doi.org/10.21154/ELBARKA.V311.2019.
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(May

31,

2020):

110-36,




ilmiahnya yang | metode kesamaan dalam | fatwa MUI No.8
berjudul Menimbang | penelitian metode komparasi | Tahun 2011 dengan
Fatwa MUI No.08 | Normatif fatwa MUI No.8 | Ulama
Tahun 2011 Tentang | kualitatif, studi | Tahun 2011 | Kontemporer,
Amil Zakat dengan | literatur, disertai | tentang ‘Amil | dedangkan peneliti
Ulama Kontemporer | studi komparatif | zakat. mengkomparasikan
dengan Dar al-Ifta’
al-Misriyyah.
Zaky Mubarok & | Dalam Persamaan Perbedaannya
Mushlih Penelitian  ini | penelitian ini | adalah  penelitian
Candrakusuma Menggunakan dengan penelitian | tersebut meninjau
(2021) dalam | metode tersebut  adalah | regulasi
jurnalnya yang | penelitian sama-sama berdasarkan ~ UU
berjudul Sinergi | Kualitatif =~ dan | menyoroti  amil | No. 23/2011,
Amil Zakat | studi hukum | zakat dalam | sedangkan
Indonesia: sosial kerangka hukum | penelitian ini
Kontekstualisasi nasional dan | menelaah dua fatwa
Konsep Amil Zakat kelembagaan. keagamaan (MUI
Berdasar Perundang- Sama-sama dan Dar al-Ifta’ al-
undangan menyinggung Misriyyah) dari
profesionalisasi aspek istinbat al-
dan legalitas amil | hukm dan
zakat perbandingan
mazhab.  Dengan
kata lain, penelitian
Mubarok  bersifat
yuridis-positif;,
sementara
penelitian ni
yuridis-normatif
komparatif.
Nilawati, Ikhwan, & | Dalam Persamaan Letak
Zulfan (2024) dalam | Penelitian  ini | penelitian ini | perbedaannya
jurnalnya yang | Menggunakan dengan penelitian | dengan penelitian
berjudul Peran | metode tersebut  adalah | ini adalah
Lembaga Amil Zakat | penelitian sama-sama Penelitian ini
dan Sedekah dalam | Kualitatif dan | membahas fungsi | meneliti ~ dampak
Pengentasan deskriptif sosial zakat dan | zakat terhadap
Kemiskinan di | dokumentasi distribusinya kemiskinan, bukan
Indonesia melalui amil, | dimensi fikih
dengan dasar | hukum amil.
syariat Islam. Sedangkan
penelitian ini
menelaah legalitas
syari keterlibatan

non-Muslim dalam
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pengelolaan  zakat
berdasarkan fatwa
lintas negara.

Imam  Fakhruddin | Dalam Penelitian ini | Perbedaan
(2017) dalam jurnal | Penelitian  ini | memiliki penelitian ini
artikel ilmiahnya | Menggunakan kesamaan dengan | dengan skripsi
yang berjudul | metode skripsi  peneliti | peneliti dalam sisi
Pemberian Zakat | penelitian dalam segi sama | penerimanya.
Terhadap Non Islam | Normatif dengan | membahas Dalam  penelitian
Tinjauan Imam | kajian studi | kedudukan  non | ini membahas
Madzhab dan | literatur / kajian | islam dalam hal | penerima zakat,
Magqasid Syariah | pustaka Zakat. sedangkan peneliti
Jasser Auda membahas tentang
pengelola zakat.
Muhammad Amrul | Dalam Dalam penelitian | Penelitian ini
Irsyadi & Asmuni Penelitian ini | ini memiliki | memiliki perbedaan
(2023) dalam jurnal | Menggunakan kesamaan dalam | dalam hal objek
artikel  ilmiahnya metode hal komparasi | pembahasannya.
yang berjudul | penelitian  studi | fatwa MUI | Penelitian ini
Analisis kepustakaan dengan Dar al- | membahas  zakat
Komparatif Metode | ({ibrary Ifta’ al-Misriyyah | secara umum,
Fatwa MUI dan Dar | research), dalam hal zakat. sedangkan peneliti
al-Ifia Mesir komparatif fokus  membahas
terhadap ‘Amil
zakat
Ashari Seribu Dinar | Dalam Dalam penelitian | Letak
& Syamsul Hilal | Penelitian  ini | ini memiliki | perbedaannya
(2025) dalam | Menggunakan persamaan dengan | adalah  penelitian
jurnalnya yang | metode skripsi  peneliti | ini menyoroti
berjudul Manajemen | penelitian dalam hal sama- | struktur organisasi
Lembaga Pengelola | Kualitatif sama  berbicara | dan tata kelola
Zakat di Indonesia deskriptif tentang lembaga zakat,
mekanisme sedangkan  skripsi
pengelolaan zakat | ini meninjau hukum
oleh lembaga | keagamaan  amil
amil, yang | non islam dari dua
merupakan aspek | lembaga fatwa.
penting dalam
sistem zakat
nasional.
Emni Juliana A] | Dalam Persamaan Perbedaan nya
Hasanah Nasution | Penelitian ini | penelitin ini | adalah dari sisi
(2021) dalam | Menggunakan dengan pgnelitian metode penelitian
penelitiannya yang metoc}e? yang dilakukan | dan kekhususan
berjudul Fatwa | Penelitian peneliti adalah | fatwanya.
Kualitatif, kajian | sama-sama Penelitian ini
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Zakat MUI dalam | Pustaka, membahas membahas isu
Menjawab [su-Isu | Wawancara, tentang fatwa | kontemporer secara
Kontemporer observasi, serta | MUI khususnya | umum  termasuk
analisis isi | tentang Zakat. zakat, sedangka
fatwa-fatwa peneliti
zakat MUI mengguanakan
selama periode metode komparasi
tertentu khususnya  ‘Amil
zakat
Siti Kalimah (2018) | Dalam Dalam penelitian | Letak
dalam jurnalnya yang | Penelitian  ini | ini memiliki | perbedaannya
berjudul Urgensi | Menggunakan persamaan dengan | adalah  penelitian
Peran Amil Zakat di | metode skripsi ~ peneliti | ini menitikberatkan
Indonesia dalam | penelitian dalam hal sama- | pada aspek praktik
Mewujudkan Kualitatif ~ dan | sama membahas | sosial dan
Kesejahteraan studi pustaka peran amil zakat | kesejahteraan,
Mustahiq dalam sistem | sedangkan peneliti
zakat Islam. | berfokus pada
Fokus Siti | aspek yuridis-
Kalimah pada | normatif dan
kontribusi  amil | perbandingan
bagi kesejahteraan | fatwa.
mustahiq Penelitiannya
bersinggungan bersifat  empiris-
dengan penelitian | deskriptif,
ini  yang juga | sementara
menelaah  status | penelitian Anda
keagamaan amil | normatif-
dalam pandangan | komparatif.
fikih.
Nimas Nabila | Dalam Persamaan Perbedaannya
Ikhsan & Ayu | Penelitian  ini | penelitian ini | adalah dari  sisi
Kholifah (2025) | Menggunakan dengan skripsi ini | metode
dalam penelitiannya | metode adalah sama-sama | penelitiannya.
yang berjudul | penelitian membahas fatwa | Penelitian ini
Implementasi Kualitatif, MUI No.8 Tahun | menggukakan teori
Fatwa MUI Nomor | observasi, 2011 tentang | Implementasi
&  Tahun 2011 | wawancara, dan | ‘Amil zakat. Fatwa, sedangkan
Tentang Amil Zakat | dokumentasi peneliti

dalam Pelaksanaan

Tugas dan
Tanggung  Jawab
Amil (2025)

menggunakan teori
komparasi Fatwa.
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Ahmad  Supriyadi | Dalam Dalam penelitian | Letak
(2020) dalam | Penelitian  ini | ini memiliki | perbedaannya
jurnalnya yang | Menggunakan persamaan dengan | adalah  penelitian
berjudul Kompetensi | metode skripsi  peneliti | ini  fokus pada
Amil Zakat: Studi | penelitian dalam hal sama- | kompetensi
Mahasiswa Kuantitatif sama menyoroti | personal amil,
Manajemen  Zakat | survei peran amil zakat | sedangkan peneliti
dan Wakaf TAIN sebagai pelaksana | membahas  syarat
Tulungagung syariat dan | keislaman dan
Menjelang PPL pengelola  dana | legitimasi  hukum
keumatan. amil menurut dua
lembaga fatwa.

Seluruh penelitian terdahulu diatas pada dasarnya memusatkan
perhatian pada pengelolaan zakat, kompetensi amil, manajemen lembaga
zakat, implementasi fatwa, serta peran amil terhadap kesejahteraan atau tata
kelola. Meskipun beberapa penelitian membahas Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI), pemikiran ulama kontemporer, atau metode istinbath
fatwa, namun tidak ada satu pun penelitian tersebut yang secara khusus
mengkaji legalitas amil zakat non Islam dalam perspektif perbandingan dua
otoritas fatwa internasional, yakni Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011. Mayoritas
penelitian bersifat deskriptif-empiris dan menekankan dimensi sosial,
managerial, atau implementatif, bukan pada kajian figh siyasah, ushul figh,
dan komparasi metodologi istinbath secara mendalam antara dua lembaga

fatwa.
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H. Sistematika Kepenulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab utama,
yaitu BAB 1 Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil
Penelitian dan Pembahasan, dan BAB IV Penutup, agar pembahasan

berjalan terarah, logis, dan mudah dipaha

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian,
yang menjadi landasan berpikir dalam keseluruhan kajian. Pada bagian ini
dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya penelitian
tentang zakat yang dikelola oleh pihak non-Islam dalam konteks globalisasi
dan kerja sama kemanusiaan. Bab ini juga mencakup rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis,
serta metode penelitian yang dipakai. Bab ini diakhiri dengan uraian
mengenai sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan struktur

penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua berfungsi sebagai landasan teori dan kerangka konseptual
penelitian. Di dalamnya diuraikan berbagai literatur dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan dengan tema zakat dan peran non-Islam dalam
pengelolaannya. Bagian ini mencakup pembahasan tentang konsep zakat
dalam Islam, pengertian dan kedudukan ‘amil zakat, prinsip syariah dalam

pengelolaan zakat.
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BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis
mendalam dan komparatif terhadap dua fatwa utama, yaitu Fatwa Dar al-
Ifta’ al-Misriyyah No. 8623 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Analisis
dilakukan dengan menelusuri pandangan kedua lembaga tersebut mengenai
‘Amil zakat non Islam disertai pembahasan tentang letak persamaan dan
perbedaannya baik dari segi metode yang digunakan maupun isi dari

fatwanya.

BAB IV: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum
hasil temuan utama dari penelitian komparatif, baik mengenai kesamaan
maupun perbedaan dua fatwa tersebut, serta implikasinya bagi hukum zakat
di Indonesia. Saran-saran dalam bab ini ditujukan kepada lembaga zakat,
pemerintah, dan masyarakat Islam agar dapat mengelola zakat secara
profesional tanpa mengabaikan prinsip syariah. Selain itu, disampaikan
rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian mengenai

pengelolaan zakat lintas agama.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami dinamika
hukum zakat di era modern, serta menjembatani antara idealitas teks

keagamaan dan realitas kemanusiaan global.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa

1.

Definisi Fatwa

Secara etimologis, istilah fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-
fatwa atau al-fata, yang berarti “jawaban” atau “penjelasan terhadap
suatu persoalan”. Al-Fayiim1 menyebut bahwa al-fatwa berarti “jawaban
atas sesuatu” atau “penjelasan tentang hukum yang belum jelas”. Fatwa
berarti jawaban terhadap persoalan hukum, sedangkan al-ifta’ adalah
kegiatan memberikan penjelasan hukum kepada orang yang meminta
petunjuk.?’ Dengan demikian, fatwa merupakan bentuk respon ilmiah
terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh seseorang atau

kelompok kepada seorang ahli hukum Islam (mufti).

Dalam pengertian terminologis, para ulama memberikan definisi
yang bervariasi. Menurut Wahbah al-Zuhayli, fatwa adalah penjelasan
hukum syariat dalam suatu kasus berdasarkan dalil-dalilnya oleh
seorang ahli hukum Islam untuk menjawab pertanyaan penanya
(mustaft).’® Dari definisi ini terlihat bahwa fatwa berbeda dengan

keputusan hukum (gada’), karena fatwa tidak memiliki kekuatan

2 Ibn Manzhur, Lisan Al- ‘Arab (Beirut: Dar Al-Sadir, 1990). 15:123
30'Wahbah Az-Zuhaili, Usiil Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986). 2:1023
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mengikat secara hukum, melainkan bersifat nasihat keagamaan yang

disampaikan oleh seorang mufti kepada masyarakat.

Dalam konteks modern, Yusuf al-Qardawi mendefinisikan fatwa
sebagai jawaban hukum syar’i yang dikeluarkan oleh ulama kompeten
atas permasalahan kontemporer yang membutuhkan penjelasan hukum
Islam.>! Fatwa tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga
mencakup persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan
antaragama, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan

zaman.

Dasar Hukum dan Legitimasi Fatwa dalam Islam
Fatwa memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an dan

Hadits. Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman®?:

o32las ¥ 8 S0 AR g

“Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak
mengetahui”

Ayat ini menjadi dasar legitimasi bahwa orang awam (mustafii)
dapat meminta penjelasan hukum dari ahli ilmu (mufii).>* Dalam Hadits
Nabi Saw. juga dijelaskan bahwa Rasulullah sering memberikan

jawaban hukum atas pertanyaan sahabat, yang secara fungsi menyerupai

31 Yusuf Al-Qardhawi, Al-Fatwd Bayna Al-Indibat Wa Al-Tasayyub (Cairo: Maktabah Wahbah,

32 4I-Nahl 43, n.d.
33 Yusefri, IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM. 130
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fatwa. Misalnya, ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum
mencium istri saat berpuasa, Nabi menjawab sesuai kondisi individu
yang bertanya.** Praktik ini menunjukkan bahwa fatwa adalah bagian
integral dari tradisi ijtihad dan bimbingan keagamaan dalam Islam.
Selain itu, legitimasi lembaga pemberi fatwa didasarkan pada
ijma ‘ulama yang mengakui keharusan adanya mufti dan mustafti dalam
kehidupan umat Islam. Al-Syathibi menyebut bahwa keberadaan fatwa
merupakan salah satu pilar tegaknya agama karena berfungsi sebagai
jembatan antara hukum syariat dan realitas umat.* Tanpa fatwa, hukum
Islam akan kehilangan relevansi dan kemampuan adaptif terhadap

dinamika sosial.

3. Unsur dan Kedudukan Fatwa
Dalam sistem hukum Islam, fatwa memiliki beberapa unsur

pokok, yaitu:

a. Mufti, yakni orang atau lembaga yang berkompeten dalam
mengeluarkan fatwa. Seorang mufti harus memenuhi syarat-syarat
ijtihad, seperti menguasai Al-Qur’an, Hadits, giyas, kaidah ushul

figh, serta memahami kondisi sosial masyarakat.

b. Mustafti, yaitu pihak yang meminta penjelasan hukum kepada mufti.

34 Abu Zakariya Muhyiddin Al-Nawawi, Syarh Sahih Islam (Beirut: Dar Thya’ al-Turath, 1991).
35 Al-Syathibi, AI-Muwdafaqgat Fi Usil Al-Syari‘4h (Beirut: Dar Al-Kutub Al-"Tlmiyyah, 1997). 2:38
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c. Masalah (Mas’alah), yakni kasus atau peristiwa yang ditanyakan

yang membutuhkan penjelasan hukum syariat.

d. Jawaban hukum (Fatwa), yakni hasil dari proses istinbat hukum
yang disampaikan oleh mufti sebagai respons terhadap pertanyaan

tersebut.>°

Kedudukan fatwa dalam Islam bersifat tidak mengikat (ghayr
mulzimah), berbeda dengan keputusan hakim (Qadi) yang bersifat
mengikat secara hukum (mulzimah). Namun, fatwa memiliki otoritas
moral dan religius yang tinggi karena lahir dari ijtihad ulama yang
mendalam. Dalam konteks negara modern, terutama di dunia Islam
seperti Mesir dan Indonesia, fatwa sering dijadikan dasar pertimbangan
bagi pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan hukum

Islam, seperti zakat, ekonomi syariah, atau pernikahan.*’

B. Zakat

1. Definisi Zakat
Secara etimologis, kata zakat berasal dari akar kata zaka—yazkii—
zakah yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang.’*® Secara
terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah untuk dikeluarkan dari harta seorang Islam kepada pihak-pihak

tertentu yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditentukan dalam

3¢ Tbn Qayyim Al-Jawziyyah, I ‘lam Al-Muwagqqi ‘In (Beirut: Dar al-Jil, 1973). 1:10
37 Yusefti, IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM. 134
38 Manzhur, Lisan Al- ‘Arab. 14:358

32



Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Dalam pandangan fuqahd’, zakat
menempati posisi sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi
ibadah (ta ‘abbudiyah) dan sosial-ekonomi (ijtima ‘iyah). Dengan
demikian, zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga

instrumen distribusi ekonomi guna menegakkan keadilan sosial.*’

akat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi
juga sebagai manifestasi spiritual dan sosial. Dalam aspek spiritual,
zakat menjadi sarana penyucian jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia.

Allah berfirman®’:
;.@,J& O S L I <+ DS AU S B
,/, &j%@é—‘jv@@b ‘UM("%\J"‘O’?“\"

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka.”.

Dari ayat ini, ulama menegaskan bahwa zakat bukan sekadar
instrumen ekonomi, melainkan juga ibadah yang menumbuhkan

kesadaran sosial dan memperkuat ukhuwah umat.*!

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban
yang bersifat ibadah (ta ‘abbudi), sehingga tidak dapat disamakan

sepenuhnya dengan pajak atau sedekah biasa.*” Bahkan Yusuf al-

3 A M Nur et al., “El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember
2023”5 (2023): 250-66.

40 g¢-Taubah 103, n.d.

4l Arsiah Dwi Cintana, “ANALISIS PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI KEBIJAKAN
MONETER DIMASA PANDEML,” Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf 3, no. 2
(October 20, 2022): 121-29.

42 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1999). 3:264
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Qaradawi mengatakan bahwa zakat memiliki fungsi moral, sosial, dan
ekonomi secara bersamaan: sebagai bentuk solidaritas sosial,

pemerataan ekonomi, serta penjagaan stabilitas keimanan umat.*

Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen distribusi
kekayaan yang Dbertujuan mewujudkan keadilan sosial dan
keseimbangan ekonomi. Ia menjadi pilar penting dalam magasid al-
syari‘ah terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa

(hif: al-nafi)*

Dasar Hukum Zakat
Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-
Qur’an, Sunnah, dan ijma‘ ulama. Dalam Al-Qur’an, kewajiban zakat

diulang lebih dari 30 kali, seringkali berdampingan dengan perintah

shalat, seperti dalam ayat**:

5 1l Sulal 125t
“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”

Dalam Hadits, Nabi Muhammad bersabda:

(oo 5 Sl oly)) 0L p303 , i) 555 35 (1805

4 Yusuf Al-Qaradawi, Figh Az-Zakah (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1991). 1:47

4 Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam
Islam,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 6 (2024): 52-55.

4 Al-Bagarah 43,n.d.
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“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa

Ramadan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kewajiban zakat juga disepakati melalui ijma‘ para sahabat
setelah wafatnya Rasulullah. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bahkan
memerangi kelompok yang enggan membayar zakat karena dianggap
telah menolak salah satu kewajiban agama. Konsensus ini menunjukkan
bahwa zakat memiliki kedudukan hukum yang bersifat kewajiban yang

pasti (gat ‘i al-wujub).*®

. Rukun dan Syarat Zakat

Sebagai ibadah yang memiliki dimensi ta ‘abbudi dan maliyah,
zakat memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah
secara hukum. Ulama berbeda pendapat dalam merinci rukun zakat,
tetapi mayoritas fugaha’ menyepakati bahwa terdapat empat rukun

utama zakat, yaitu:

a. Orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki)
Muzakki adalah setiap Islam yang memiliki harta mencapai
batas minimal harta wajib zakat (nisab) dan telah dimiliki selama
satu tahun penuh (Zaul). Anak kecil dan orang gila juga wajib

dikeluarkan zakat hartanya oleh wali mereka menurut jumhur

46 Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarakhasi, 4/-Mabsut (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1989).

2:177
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ulama, karena kewajiban zakat melekat pada harta, bukan pada

individu secara pribadi.*’
Harta yang dizakati (Mal)

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memenuhi
syarat-syarat tertentu yaitu milik penuh (al-milk al-tam),
berkembang (an-namd’), mencapai nisab, lebih dari kebutuhan
pokok, dan telah berlalu satu tahun (haul).** Jenis-jenis harta yang
wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian,
perdagangan, hewan ternak, dan hasil tambang. Yusuf al-Qaradawi
menambahkan zakat profesi dan zakat perusahaan dalam konteks

ekonomi modern. #°

Penerima zakat (Mustahiq)

Penerima zakat ditetapkan dalam Al-Qur’an surah at-Taubah
[9]: 60 yang menyebut delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil,
mu’allaf, hamba sahaya, orang berutang (gharim), fi sabilillah, dan
musafir (ibn sabil). Ulama menjelaskan bahwa pembagian ini
bersifat ditetapkan oleh syara’ (tawgqifi), sehingga tidak boleh
ditambabh atau dikurangi kecuali dalam konteks magqdasid al-syari‘ah

yang kuat.>°

47 Al-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 2000). 2:335

48 Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam
Islam,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 6 (2024): 52-55,

4 Al-Qaradawi, Figh Az-Zakah. 2:73

50 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). 3:190
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d. Niat (Niyyah)

Sebagai ibadah, zakat harus disertai niat ketika
mengeluarkannya. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa niat
menjadi pembeda antara zakat dengan sedekah biasa, dan harus
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan zakat atau saat

menyerahkan kepada amil.>!

C. Regulasi ‘Amil Zakat

1. Definisi ‘Amil zakat

Secara etimologis, kata ‘amil berasal dari akar kata ‘amila —
va ‘malu yang berarti “melakukan atau mengerjakan”. Dalam konteks
zakat, ‘amil zakat berarti orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan,
menjaga, mendistribusikan, dan mengatur zakat sesuai dengan
ketentuan syariah. Dalam terminologi figh, ‘Admil Zakat didefinisikan
sebagai petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Islam (imam) atau
wakilnya untuk mengelola urusan zakat, baik dalam hal pengumpulan

maupun distribusinya.

Amil dalam sistem zakat dijelaskan secara eksplisit dalam Al-
Qur’an yang menyebut mereka sebagai salah satu dari delapan golongan

(asnaf tsamaniyah) penerima zakat yaitu ayat yang berbunyi’:

5! Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab. 3:549
2 At-Taubah 60, n.d.
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya

(mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya”

Ayat ini menjadi dasar bagi ijma’ ulama bahwa ‘amil zakat berhak

menerima bagian zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya.

2. Kriteria ‘Amil Zakat Perspektif Empat Madzhab
a. Madzhab Hanafiyyah

Dalam pandangan Imam Hanafi, ‘Amil zakat adalah orang
yang ditunjuk oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat. Mereka menekankan bahwa ‘amil harus
memiliki sifat keislaman, baligh, berakal, dan amanah.>

Menurut al-Kasani, zakat tidak boleh diserahkan kepada
orang kafir untuk dikelola karena zakat merupakan ibadah yang
bersifat ibadah (ta ‘abbudi) dan memerlukan niat yang sah.>*

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, syarat utama
‘amil adalah harus Islam, adil, dan dipilih oleh otoritas pemerintah.
Jika zakat diberikan kepada orang yang bukan Islam, maka tidak sah

penyalurannya, karena dianggap kehilangan unsur ibadah.

53 Abu Bakar Al-Kasani, Bada’i Al-Sana’i (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 2003). 2:853
4 Al-Kasani. 2:854
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b. Madzhab Malikiyyah

C.

Imam Malik menetapkan bahwa seorang ‘amil zakat harus
memenuhi syarat-syarat berikut: Islam, merdeka, adil, baligh,
berakal, dan memiliki kemampuan administrasi (qudrah ‘ala al-
‘amal).>

Imam Malik menegaskan bahwa ‘amil zakat bukan sekadar
pengumpul, melainkan juga memiliki tanggung jawab administratif
dalam penghitungan, pencatatan, dan distribusi. Oleh karena itu,
kompetensi dan integritas moral menjadi bagian dari syarat yang
tidak dapat ditawar.

Madzhab Syafi Tyyah

Imam Syafi’i memiliki pandangan yang hampir sama,
namun dengan detail lebih ketat. Imam al-Syafi’i menjelaskan
bahwa ‘amil zakat adalah mereka yang secara resmi ditugaskan oleh
imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari
masyarakat Islam.

Beliau menegaskan bahwa ‘amil harus Islam, baligh,
berakal, adil, dan mengetahui hukum zakat. Jika seorang non-Islam
diangkat sebagai ‘@mil, maka tugas dan bagiannya dari zakat tidak

sah, karena zakat adalah ibadah yang bersifat ta ‘abbudiyah.

53 Siti Kalimah, “View of Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat
Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat” 1, no. 1 (2020).
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Imam al-Nawawi menambahkan bahwa ‘a@mil tidak boleh
mengambil bagian zakat lebih dari sekadar kompensasi kerja. Jika
mereka mendapat gaji tetap dari negara, maka tidak boleh lagi
menerima bagian dari zakat.>®

Selain itu, Syafi’i membedakan antara yang langsung
mendistribusikan zakat (‘amil mutasarrif) dan yang hanya
mengumpulkan (‘@mil jami‘). Keduanya memiliki hak yang sama
dari dana zakat sesuai kadar kerja mereka.

d. Madzhab Hanabilah

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah, bahwa ‘amil
zakat harus Islam, adil, amanah, dan dilantik oleh imam (penguasa).
Bahkan Ibn Qudamah menyatakan tidak sah bagi penguasa
mengangkat orang kafir untuk mengelola zakat, karena zakat adalah
urusan agama dan ibadah, sedangkan orang kafir tidak layak untuk

itu.

Namun, Imam Hanbali memperbolehkan partisipasi non-
Islam dalam aspek teknis seperti transportasi atau pendataan,
asalkan mereka tidak mengatur atau menyentuh langsung harta

zakat.”’

Dalam pandangan Imam Hanbali, fungsi utama ‘amil/ adalah

sebagai wakil pemerintah dalam memastikan zakat dikumpulkan

56 Al-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab. Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab. 6:158
57 Abdullah Bin Muhammad Ibnu Qudamah, A/l-Mughni (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). 3:145
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sesuai syariat dan disalurkan kepada delapan golongan penerima.
Oleh karena itu, jika seseorang bekerja membantu distribusi zakat
tanpa penugasan resmi, maka ia tidak termasuk ‘amil dan tidak

berhak atas bagian zakat.*

D. Dar al-Ifta’ AlI-Misriyyah

1. Profil dan Sejarah

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah didirikan pada tahun 1313 H/ 1895 M,
atas keputusan dari Khedive Abbas Helmi II, sebagai bagian dari
departemen kehakiman Mesir. Lembaga ini pada mulanya menjadi salah
satu divisi Kementerian Kehakiman Mesir, dengan tujuan untuk
merapikan dan mengatur urusan fatwa dan konsultasi syariah dalam
negara yang tengah memasuki era modernisasi dan reformasi

administratif,>

Pemrakarsa pendirian ini muncul di konteks Mesir akhir abad
ke-19 ketika negara sedang melakukan reformasi pemerintahan, sistem
kehakiman, dan mencoba mengatur berbagai institusi agama agar
menjadi lebih terstruktur dan under kontrol birokrasi negara. Sejak awal,

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menetapkan dirinya bukan hanya sebagai

8 Imam and Fakhruddin, “Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tunjauan Imam Madzhab Dan
Magqasid Syariah Jasser Auda.”

59 “Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta) -,” accessed October 22, 2025,
https://lampung.mui.or.id/index.php/2016/08/12/sejarah-perkembangan-lembaga-fatwa-mesir-dar-
al-ifta/.
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lembaga lokal tetapi juga sebagai rujukan global dalam fatwa dan

konsultasi hukum Islam.5°
Visi Misi

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menyatakan visinya sebagai: “menjadi
otoritas dunia dalam penafsiran hukum Islam menggunakan metode
terkini.” Misinya meliputi: memperjelas hukum Islam dalam kerangka
moderasi dan disiplin kelembagaan; memberikan panduan praktis

kepada umat Islam di tengah perubahan zaman; serta mempromosikan

toleransi dan memerangi ekstremisme.

Nilai-nilai yang diusung mencakup kewibawaan ilmiah,
moderasi, keberlanjutan, dan profesionalisme dalam memberi fatwa dan
konsultasi keagamaan. Profil percepatan digitalisasi dan modernisasi
juga menjadi bagian dari keinginan institusionalnya untuk menjangkau

komunitas Islam global.®!

Mufti
Sejak berdirinya lembaga Dar al-Ifta’ al-Misriyyah ini hingga
sekarang telah dipimpin oleh 20 mufti, baik dari mufti petama sejak

pertama kali Dar al-Ifta’ al-Misriyyah didirikan pada tahun 1895 yaitu

60 “Lembaga Fatwa Mesir Dari Masa Ke Masa - Hidayatullah.Com,” accessed October 22, 2025,
https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-

6l “Egypt’s Dar Al-Ifta | Who Are We,” accessed October 22, 2025, hitps:/www.dar-
alifta.org/en/about.
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Syeikh Hasunah an-Nawawi sampai mufti yang sekarang yaitu Syeikh
Mohammed Nazir Ayyad. Berikut adalah nama mufti dari awal sampai

sekarang disertai periodenya :

P

Syeikh Hasunah an-Nawawi (1895 — 1899)

b. Syeikh Muhammad Abduh (1899 — 1905)

c. Syeikh Bakr Ash-Shidfi (1905- 1915)

d. Syeikh Muhammad Bukhit al-Muthi’i (1915 — 1920)
e. Syeikh Muhamad Isma’il al-Bardisi (1920)

f. Syeikh Abd ar-Rahman Qurra’ah (1921 — 1928)

g. Syeikh ‘Abd al-Majid Salim (1928 — 1946)

h. Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (1946 — 1950)
1. Syeikh ‘Allam Nashor (1950 — 1952)

J.  Syeikh Hasan Makmun (1955 — 1964)

k. Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al-Syeikh (1970 — 1978)
1. Syeikh Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq (1978 — 1982)

m. Syeikh ‘Abd al-Latif Hamzah (1982 — 1985)

n. Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi (1986 — 1996)
0. Syeikh Nashr Farid Wasil (1996 -2002)

p. Syeikh Ahmad ath-Thayyib (2002 -2003)

q. Syeikh Ali Jum’ah (2003-2013)

r.  Syeikh Syaugqi Ibrahim Abd al-Karim ‘Allam (2013-2024)%?

62 “Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta) -.”
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s. Syeikh Mohammed Nazir Ayyad (2024-sekarang)®?

4. Metode Istinbath Fatwa Dar al-ifta’ al-Misriyyah

Pendekatan utama yang digunakan oleh Dar al-ifta’ al-misriyyah
dalam merumuskan fatwa adalah dengan mengadopsi empat mazhab
yang dianut sebagian besar umat Islam di dunia sambil juga
mempertimbangkan pandangan mazhab lain seperti Dzdhiriyah,
Zaidiyah, Ja'fariyah dan 'Ibdadiyah.

Selanjutnya bukan hanya mempertimbangkan pendapat diatas,
akan tetapi juga merujuk pada pandangan mujtahid seperti AI-Awza'i,
al-Thabari, al-Laith bin Sa'ad dan mujtahid lain yang tercatat melebihi
jumlah 80 orang dalam sejarah Islam. Hal tersebut dilakukan untuk
mengevaluasi pendapat yang kuat dari sudut pandang argumen dan
untuk mencoba menerapkan tujuan syariah yang lebih objektif.

Terkadang juga Dar al-ifia’ al-misriyyah mengambil keputusan
secara langsung dari teks hukum A4/-Qur’an dan Hadits. Hal tersebut
memiliki alasan teks hukum A/-Qur’an dan Hadits lebih luas dari itu
semua. Bahkan, A/-Qur’an dan Hadits lebih luas dari delapan mazhab
dan delapan puluh mujtahid diatas. Metode ini digunakan denga syarat
nash-nash tersebut mampu untuk melakukan deduksi tersebut sesuai
dengan kaidah-kaidah shahih yang telah ditetapkan oleh para ulama

kaidah figih.%*

63 ¢y yaall (LY o - il Al > accessed October 22, 2025, https://www.dar-alifta.org/ar/mofti.
64l padll SlBYI la - SlEY) a3 sl m¢la” accessed October 24, 2025, https:/www.dar-
alifta.org/ar/fatwaconcepts/fatwa-approach.
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Metode Lain yang digunakan dalam Istinbath Hukum di Dar al-
ifta" al-misriyyah adalah Marahil al-Ifta’ atau disebut juga tahapan
berfatwa yang merupakan aturan baku tentang proses yang harus
dilakukan dalam perumusan sebuah fatwa. Empat tahapan tersebut
adalah: fase tashwir, takyif, hukm, dan ifta.

a. Fase Tashwir.

Yaitu fase penggambaran. Tashwir serupa dengan
tashawwur di dalam ilmu Mantik karena berasal dari akar kata
yang sama. Dalam ilmu Mantiq sendiri tashawwur didefinisikan
sebagai pengetahuan/gambaran terhadap sesuatu yang tidak

disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu itu.

Dalam fase ini seorang Ahli Figh (Fagih) mendalami
permasalahan yang hendak dihadapi dengan sungguh-sungguh
sehingga ia mampu mengetahui segala unsur yang berkaitan
dengan masalah tersebut, unsur-unsur yang mempengaruhinya,
dampak yang ditimbulkan oleh unsur tersebut dan cara mengatasi

dampak yang muncul darinya.

b. fase Takyif
Yaitu fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya.
Dalam bahasa lain, takyif disebut juga dengan adaptasi fiqih.
Setelah gambaran mengenai permasalahan yang dibahas telah
didapati secara sempurna, barulah perkara tersebut dicarikan

padanan dan kemiripannya dengan masalah serupa yang ada dalam
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bab figh agar kemudian dapat didapatkan kaidah-kaidah, dalil-dalil

beserta ‘illat hukum yang berkaitan dengannya.

Fase ini sangat membutuhkan ketelitian karena para ulama
bisa saja berbeda dalam hal ini dan memasukkan suatu perkara ke
dalam bab yang tidak sesuai sehingga memunculkan kesimpulan

hukum yang keliru.

Fase Hukm

Yaitu penentuan hukum terhadap masalah yang sedang
dihadapi berbekal pada fashwir dan takyif yang benar dan melihat
pada dalil-dalil hukum yang terkait baik dari al-Qur’an, Sunnah,

Ilima’, Qiyas atau dalil-dalil lainya.

. Fase Ifta’ atau Fase Tanzil

Yaitu pengaplikasian hukum kepada kondisi ril yang
dihadapi  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi  dari
penyampaian hukum tersebut. Terkadang suatu hal yang pada
dasarnya hukumnya adalah boleh bisa berpotensi memunculkan
suatu mudarat maka hal tersebut bisa difatwakan tidak boleh,
begitupun sebaliknya jika suatu hal pada dasarnya hukumnya

adalah tidak boleh namun jika dilarang maka bisa menyusahkan
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bagi mustafti atau umat Islam secara umum maka hal tersebut bisa

difatwakan boleh.®

E. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1.

Profil dan Sejarah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga
keagamaan yang lahir pada 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai wadah
musyawarah para ulama, dan cendekiawan Islam dari berbagai
organisasi Islam di Indonesia. Pembentukan lembaga ini tidak dapat
dilepaskan dari dinamika sosial politik Indonesia pada masa Orde Baru,
khususnya upaya pemerintah dalam merangkul kekuatan Islam agar
turut serta dalam pembangunan nasional tanpa menciptakan polarisasi

politik keagamaan.®

Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri, komunikasi
antarlembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah,
Persis, Al-Irsyad, dan lembaga Islam lainnya masih bersifat sektoral.
Masing-masing organisasi memiliki pandangan dan strategi dakwah

yang berbeda. Pemerintah merasa perlu membentuk lembaga

5 Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA
MUI DAN DAR AL-IFTA MESIR,” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 5, no. 2 (2023):
61-73.
% Ali-Fauzi;, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.”
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koordinatif yang mampu menjadi jembatan antara ulama dengan negara

serta menyatukan pandangan umat Islam dalam hal-hal prinsipil.

Gagasan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diawali
oleh pertemuan antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah pada awal
1970-an. Pertemuan itu membahas kebutuhan akan lembaga yang dapat
menjadi pemersatu suara umat Islam di tengah perubahan sosial
ekonomi yang cepat. Pada akhirnya, dengan dukungan penuh Presiden
Soeharto, diselenggarakanlah Musyawarah Nasional Ulama Indonesia
pada 21-27 Juli 1975 di Jakarta, yang dihadiri oleh 200 peserta dari 26
provinsi. Dari musyawarah inilah lahir keputusan penting berupa
pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan tujuan utama
membimbing, membina, dan melayani umat Islam Indonesia agar
senantiasa hidup berdasarkan ajaran Islam dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.®’

. Visi Misi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan visinya sebagai:
“Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah
SWT (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan

kaum Islamin (izzul Islam wal Islamin) dalam wadah NKRI.” Misinya

67

“Sejarah  MUI - MUI Kota Bandung Official,” accessed October 22, 2025,

https://muikotabandung.com/index.php/sejarah-mui/.

48



mencakup: “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat
secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah
hassanah), Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi
munkar dalam  mengembangkan akhlakuk karimah agar terwujud
masyarakat  berkualitas dalam  berbagai aspek kehidupan,
Mengembangkan ukhuwah  Islamiyah dan kebersamaan dalam

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.”®8

. Ketua Umum

Seiring waktu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami
sejumlah  Musyawarah  Nasional (Munas) dan pergantian
kepemimpinan. Dan berikut adalah nama Ketua Umum MUI dari awal

berdirinya sampai sekarang:

a. Prof. Dr. Hamka (1977-1981)

b. KH. Syukri Ghozali (1981-1983)

c. KH. Hasan Basri (1983-1998)

d. Prof. KH. Ali Yafie (1998-2000)

e. KH. M. Sahal Mahfudz (2000-2014)

f. Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin (2014-2015)

g. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (2015-2020)

=

. KH. Miftachul Akhyar (2020-2025)%°

%8 “Visi, Misi & Tujuan — Majelis Ulama Indonesia (MUI),” accessed October 23, 2025,
https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/.

69

“Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia,” accessed October 22, 2025,

https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/.
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i. KH Anwar Iskandar (2025-sekarang)

4. Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam menetapkan fatwa sumber hukum yang dijadikan dasar
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi al-Qur’an dan al-Sunnah,
ijmd‘, qiyas, dalil-dalil istidlal lainnya seperti istihsan, maslahah
mursalah, ‘urf, dan sadd al-dhari‘ah.”® Namun, dalam praktiknya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengelaborasi sumber-sumber tersebut

melalui tiga kerangka metodologis utama, yaitu :

a. Metode Nas Qath ‘T
Metode Nas QathT merupakan pendekatan yang
menitikberatkan pada dalil-dalil yang bersifat tegas (gat T al-thubiit
wa al-dalalah), yaitu ayat-ayat atau Hadits-hadits yang tidak
membuka peluang penafsiran ganda. Dalam pandangan Majelis
Ulama Indonesia (MUI), dalil semacam ini menjadi pijakan utama
dalam penetapan hukum karena bersifat pasti baik dari segi
keotentikan maupun maknanya.
b. Metode Qault
Metode Qauli adalah pendekatan yang mengacu pada
pendapat-pendapat para ulama mujtahid terdahulu yang terdapat
dalam literatur figh klasik. Pendekatan ini digunakan ketika tidak

terdapat dalil qath7 yang secara langsung membahas suatu

7 “pPERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: Kep-
.../MULI/.../2015,” n.d.
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persoalan. Dalam konteks Majelis Ulama Indonesia (MUI), metode

Qault sering dipakai dalam masalah cabang (furi iyyah) atau hal-

hal yang masih diperselisihkan di kalangan ahli figh (fugaha).

Metode Manhajt

Metode manhaji adalah pendekatan istinbath hukum yang

berlandaskan pada prinsip-prinsip metodologis umum (al-gawa ‘id

al-usiliyyah dan al-qawad‘id al-fighiyyah), magqasid al-syari‘ah,

serta analisis kontekstual terhadap realitas sosial (wagi ‘iyyah).

Pendekatan ini digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

ketika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan nas

qath T atau qauli, terutama pada kasus-kasus baru seperti fintech
syariah, kripto, transplantasi organ, dan bioetika.
metode manhaji meliputi empat langkah:

1) Tasawwur al-mas’alah, yaitu memahami secara menyeluruh
objek masalah dari aspek hukum positif, ekonomi, teknologi,
dan sosial.

2) Takyif al-fight, yaitu klasifikasi masalah dalam kategori hukum
figh yang relevan.

3) Ta‘lil al-hukm, yaitu pencarian sebab hukum (‘illah)

berdasarkan prinsip maqasid al-syari ‘ah.
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4) Istinbat al-hukm, yaitu penetapan hukum berdasarkan sintesis

antara dalil, magasid, dan kondisi kontekstual.”!

I “PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: Kep-
.../ MUI/.../2015.”
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum °‘Amil Zakat Non Islam Menurut Fatwa Dar al-Ifta’ al-
Misriyyah Nomor 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.

8 Tahun 2011

1. Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No. 8623

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah merupakan lembaga fatwa resmi di
bawah otoritas Kementerian Kehakiman Mesir yang berdiri sejak tahun
1895. Lembaga ini memiliki otoritas besar dalam memberikan fatwa
yang menjawab persoalan keagamaan dan sosial di Mesir serta dunia
Islam modern.”? Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga ini sering kali
merepresentasikan corak pemikiran Islam moderat (a/-wasatiyyah al-
Islamiyyah), yaitu pandangan yang berusaha mengharmoniskan antara

teks-teks syariat dengan realitas sosial kontemporer.

Salah satu fatwa penting yang mencerminkan karakter moderat
tersebut adalah Fatwa Dar al-Ifia’ al-Misriyyah Nomor 8623, yang
membahas tentang keterlibatan non Islam dalam pengelolaan Zakat.
Fatwa No. 8623 Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dikeluarkan oleh Grand Mufti
Mesir, Syeikh Mohammed Nazir Ayyad pada tahun 2025 sebagai

respons atas pertanyaan tentang keabsahan lembaga kemanusiaan non

2 “Egypt’s Dar Al-Ifta | History of Dar Al-Ifta,” accessed November 8, 2025, https://www.dar-
alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta.
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Islam yang turut menyalurkan dana Zakat di bawah kerja sama

pemerintah Mesir dengan organisasi internasional.

a.

Berikut rincian Fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623 :
Dalil Hukum

Dalil utama yang dijadikan dasar oleh Dar al-Ifia’ al-
Misriyyah sebagai landasan utama adalah firman Allah SWT dalam

Surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi’>:

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin,

amil yang mengurusi Zakat”.

Ayat ini secara eksplisit menyebut orang-orang yang bekerja
atas zakat (al-‘dmilina ‘alayhd) sebagai salah satu golongan
penerima zakat (ashnadf zakat). Menurutnya, kata ini bersifat umum
dan tidak secara eksplisit membatasi hanya bagi orang Islam,
sehingga menjadi dasar perdebatan antara para ulama tentang syarat-

syarat menjadi amil Zakat.
Definisi ‘Amil

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dalam fatwanya mengklasifikasi

bahwa dimaksud dengan al-‘dmilin ‘alayhd adalah orang-orang

3 At-Taubah 60.
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yang diangkat oleh otoritas negara (imam) untuk mengurus zakat,
baik mengumpulkan, mencatat, maupun mendistribusikannya. Hal
ini mengikuti pendapat dari Imam Al-Kasani dari kalangan Madzhab

Imam Hanafi dalam kitabnya yaitu Bada i * ash-Shanai’.

Juga memperluas dari pendapat Imam Madzhab lainnya
yang menyatakan bahwa ‘Amil mencakup semua yang terlibat dalam
pengelolaan zakat, seperti pencatat, pembagi, dan penjaga harta
zakat. Pendapat tersebut termaktub dalam kitab A/-Qawanin al-
Fighiyyah karya Ibnu Juzai serta Rawdhat ath-Thalibin karya Imam
An-Nawawi. Dengan demikian, al-‘amilin ‘alayhd dalam konteks
modern mencakup seluruh aparat lembaga zakat resmi yang telah
mendapat izin negara, termasuk lembaga sosial dan kementerian

zakat yang sah secara hukum.

Hukum ‘Amil Zakat Non Islam

Dalam fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623 ini
menjelaskan syarat keislaman bagi amil zakat menurut mayoritas
(jumhur) ulama dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i,
dan Hanbali. Mereka bersepakat bahwa amil zakat harus seorang
Islam, karena pekerjaan mengelola zakat mengandung unsur otoritas
(wilayah) terhadap harta umat Islam. Dalam Islam, prinsipnya non-

Islam tidak boleh memiliki kekuasaan atau otoritas atas kaum
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Islamin, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah seperti

zakat.

Dikutip dari pendapat Imam Zainuddin Ibn Nujaym dari
kalangan Hanafiyyah dalam al-Bahr al-Ra’ig yang menjelaskan
alasan ini dengan rinci bahwaamil zakat tidak boleh seorang budak
karena ia tidak memiliki kewenangan (wilayah), tidak boleh seorang
non Islam karena al-Qur’an melarang non Islam berkuasa atas Islam,
dan tidak boleh seorang Islam dari Bani Hasyim karena
dikhawatirkan terdapat unsur menerima zakat bagi mereka yang

haram menerima zakat.

Begitu pula ‘Ulama lainnya dari kalangan madzhab yang lain
juga bersepakat bahwa ‘Amil zakat disyaratkan dari kalangan Islam
yang amanah dan tidak boleh dari kalangan orang non Islam (Kafir).
Hal tersebut diungkapkan oleh Oleh Imam Bahram dari kalangan
Malikiyyah dalam kitabnya Ad-Durar fi Syarh al-Mukhtashar, Imam
An-Nawawi dari kalangan Syafi iyyah dalam kitabnya Al-Majmu ",
dan Imam Al-Mawardi dari kalangan Hanabilah dalam karangannya

Al-Insaf-

Akan tetapi dengan ketatnya persyaratan dari empat
madzhab diatas, terdapat kalangan minoritas dari golongan
Hanabilah yang tidak mensyaratkan ‘Amil zakat harus Islam. Hal

tersebut disebabkan oleh keumuman ayat al- ‘dmilin ‘alayhd yang
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tidak dibatasi oleh status keislaman. Bahkan Imam Ibn Qudamah

dalam A/-Mughni menyatakan :

oo ol )l (cd] sdag (RIS 0 OF sl S WIS el
a S5y ple ol My ([60 12 01] £l Gltlig: J6 Jls b OY
O dis ¢l Jo Jule IS

”Perkataan Al-Khiraqi menunjukkan bolehnya amil zakat dari
kalangan non Islam (kafir). Ini merupakan salah satu riwayat dari
Ahmad karena firman allah yang menyebut orang-orang yang
bekerja atas zakat (al-‘dmilina ‘alayha) merupakan lafadz bersifat
umum yang memungkinkan orvang dari segala kriteria.”

Artinya, secara literal ayat tidak menyebut batasan agama.
Maka, selama non Islam tersebut bekerja secara profesional dalam
struktur administrasi, bukan dalam kapasitas keagamaan, tidak ada

larangan mutlak.

Hanya saja Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menjelaskan bahwa
syarat keislaman yang ditentukan oleh mayoritas ‘Ulama tersebut
berlaku ketika orang yang menjalankan zakat (‘Amil zakat)
memberikan harta zakat kepada dirinya sendiri. Maka, hal tersebut
tidak berlaku apabila ‘4mil tersebut memberikan harta zakat kepada
orang lain, sedangkan ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya

sebagai orang yang menjalankan harta zakat.

Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Al-‘Ilisy dari

kalangan Malikiyyah dalam kitabnya Minah al-Jalil yang
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menegaska bolehnya non Islam, budak, bahkan kalangan Bani
Hasyim untuk menerima upah kerja dari kas negara (Baitul Mal)
bukan dari bagian zakat. Imam Al-Mawardi dalan karyanya A/-Insaf

juga memperbolehkan hal tersebut.

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah juga mengutip pendapat dari mam
Taqiyuddin Ibn Qundus dalam kitab Hasyiyah ‘ala al-Furii‘ yang

membagi Kepengurusan Zakat menjadi 2 bagian yaitu:

1) Amalah at-Tafwid

Ini adalah posisi ketika seorang penguasa (hakim atau
wali) memberi kuasa penuh kepada petugas untuk menentukan
hukum, mengatur, dan memutuskan perkara zakat, termasuk
menilai siapa yang wajib zakat, besaran zakat, serta siapa yang
berhak menerima. Dalam hal ini, petugas zakat berperan seperti
seorang hakim (gadi) yang memiliki kekuasaan kehakiman dan
otoritas hukum. Maka, jabatan seperti ini tidak boleh dipegang
oleh non-Islam, sebab itu termasuk bentuk kekuasaan atau
otoritas atas kaum muslimin (wilayah).

2) ‘Amalah at-Tanfiz

Jenis kedua ini hanyalah tugas teknis pelaksanaan berupa
mengumpulkan, menyalurkan, atau membagikan zakat kepada
mustahik sesuai arahan dari pihak yang berwenang. Dalam

kedudukan ini, petugas tidak memiliki otoritas hukum,
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melainkan hanya bertindak sebagai wakil (wakil) dari pihak
pemberi zakat (muzakki) atau lembaga pengelola zakat. Posisi
seperti ini tidak disyaratkan harus Islam atau merdeka, karena
statusnya hanya sebagai agen pelaksana, bukan pemegang

kekuasaan.

Maka, dengan dalil ini Dar al-Iftda’ al-Misriyyah menyatakan
bahwa pekerjaan non Islam sebagai pelaksana zakat tidak ada
kaitannya dengan wilayah atas Islam, melainkan merupakan bentuk
penyerupaan posisi non Islam sebagai wakil. Dalam hal zakat,
seorang Islam boleh menunjuk orang lain untuk mengeluarkan atau
mendistribusikan zakatnya, dengan syarat niat zakat tetap berasal
dari pihak orang yang membayar zakat (muzakki). Dengan
demikian, meskipun yang menyerahkan zakat secara fisik adalah
wakilnya (bahkan non Islam), tindakan itu sah karena niatnya

dilakukan oleh Islam.

Dari seluruh penjelasan di atas, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
menyimpulkan bahwa non Islam yang bekerja dalam lembaga zakat
tidak memegang kekuasaan agama atas Islam, tetapi hanya
menjalankan fungsi teknis dan administratif. Maka, upah yang
diterimanya bukanlah imbalan karena otoritas keagamaan (ujrah al-
wilayah), melainkan imbalan kerja profesional (ujrah ‘ala al-

‘amal).
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2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan
memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan
dengan hukum Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut berfungsi
sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam dalam menghadapi
problematika sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang berkembang di
masyarakat.’* Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan oleh MUI
adalah Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang ‘Amil zakat, yang
menegaskan bahwa pengelolaan zakat, termasuk oleh Badan Amil Zakat
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus dilakukan oleh umat

Islam.

Berikut rincian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8

Tahun 2011 :

a. Dalil Hukum
Dalam fatwanya No. 8 tahun 2011 ini, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) menggunakan dalil al-Qur’an dan hadis sebagai
landasan utama serta ditambah dengan Qaidah fighiyyah sebagai
penguat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa zakat
berfungsi untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan

harta dari hak orang lain. Hal sesuai dengan dalil yang digunakan

7 Gusti Haitsam, “Sejarah Perkembangan DSN MUI Dan Istinbath Hukum,” Majelis: Jurnal Hukum
Indonesia 2, no. 2 (May 22, 2025): 72-82, https://doi.org/10.62383/MAJELIS.V212.647.
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oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlandasan langsung

pada firman allah yang berbunyi’:

Zz -

s o5t kgl B s 1 12

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka”.
Dalam ayat ini menegaskan aspek spiritual yang terkandung dalam
zakat adalah sebagai pembersih jiwa dan harta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan firman
Allah Surah al-Taubah ayat 60 sebagai tendensi penjelas golongan

yang berhak menerima zakat. Berikut firman allah tersebut’®:
S s 3,0 adlg il Gy steadly Rl S63% G
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
miskin, pengurus-pengurus zakat (‘amilin ‘alayha), para muallaf
vang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Ayat ini menjelaskan delapan golongan (ashnaf) yang berhak
menerima zakat, termasuk di antaranya Fakir, Miskin, para
pengelola zakat, Muallaf, memerdekakan budak (Rigab), orang yang

berutang (Gharimin), muallaf, F1 sabilillah, musafir (Ibn al-sabil).

S At-Taubah 103.

76 At-Taubah 60.
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Hal itu menegaskan struktur penerima zakat dan legitimasi amil

sebagai bagian dari pengelola.

Selain dari al-Qur’an, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menggunakan beberapa Hadits sebagai landasan norma pengelolaan
zakat, termasuk Hadits bahwa Nabi bersabda kepada Mu‘adh bin

Jabal ketika mengutusnya ke Yaman:
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““Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman
bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT
mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara

mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara
mereka.” (HR Bukhari & Muslim dari Ibnu ‘Abbas).

Hadits ini menunjukkan dua hal yaitu kewajiban zakat atas harta
orang kaya serta sistemnya dikelola secara kolektif dan disalurkan
kepada yang berhak (mustahiq). Dengan demikian, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) menggunakan Hadits ini sebagai dasar keabsahan
bahwa zakat memiliki sistem pengelolaan yang tidak sekadar
individu memberi langsung tapi melalui struktur yang sistematis dan

‘amil’ adalah bagian dari struktur itu.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merujuk

pada Hadits:
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“Rasulullah menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al-Asdi yang
bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah Bani
Sulaim, kemudian Rasulullah melakukan evaluasi atas tugas yang
telah ia laksanakan.” (HR Bukhari & Muslim dari Abii Humaid al-
Sa ‘idh).

Hadits ini secara eksplisit menyebutkan pengangkatan amil zakat
oleh Rasulullah dan evaluasi atas tugasnya. Selain itu, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menggunakannya untuk menunjuk bahwa
pengelolaan zakat bukanlah aktivitas bebas saja, tetapi telah ada
praktek sistemik dan institusional dari masa Rasulullah. Hal ini

kemudian dijadikan landasan bagi syarat dan hak amil dalam Fatwa

MUI No. 8 Tahun 2011.

Kemudian, Hadits tentang pengangkatan amil zakat oleh

‘Umar RA:
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“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta
zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian
dari harta zakat tersebut... Beliau berkata: Ambillah apa yang
diberikan sebagai bagianmu...” (HR Muslim dari seorang Tabi ‘in
yvang bernama Ibnu al-Sa ‘di).
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Hadits ini digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk
menunjukkan bahwa amil berhak menerima kompensasi atas
pekerjaannya dalam pengelolaan zakat, selama ia menjalankan
tugasnya dengan benar. Hal ini menjadi dasar bagi ketentuan dalam
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa amil yang tidak
memperoleh gaji tetap dari negara/lembaga swasta berhak menerima

bagian dari zakat sebagai kompensasi kerja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan kaidah-
kaidah figh yang bersifat umum sebagai landasan istinbd¢ untuk
mendasari serta memperkuat legitimasi peran amil sebagai sarana
pengelolaan zakat agar tujuan zakat (maslahat umat) tercapai.

Kaidah pertama yang digunakan adalah kaidah yang berbunyi:
“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan
dituju “.

Dari kaidah ini dapat dikatakan bahwa apabila sebuah sarana
(wasilah) digunakan untuk mencapai suatu tujuan (maqasid) yang
sah menurut syariat, maka hukum sarana mengikuti hukum

tujuannya.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga

menggunakan kaidah berikut sebagai landasan dalil :
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“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan
melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya

menjadi wajib “.

Dalam kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu kewajiban syari‘ah
hanya dapat terwujud melalui suatu perkara, maka perkara tersebut
menjadi wajib. Dalam hal pengelolaan zakat, kewajiban syariat
adalah menunaikan zakat, mengumpulkan dan menyalurkan kepada
mustahik. Apabila pengumpulan dan penyaluran zakat tidak dapat
terlaksana kecuali melalui lembaga resmi pengelola zakat (amil)
yang profesional, maka lembaga tersebut dipandang sebagai wajib

dibentuk ataupun dikelola.

Kaidah ketiga yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) sebagai landasan dalil adalah kaidah yang berbunyi:
isliadly bl i o ol el

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus

“«“

mengikuti kemaslahatan

Kaidah ini menempatkan bahwa tindakan pengelola (pemimpin)
terhadap umat (ra‘iyyah) harus berdasarkan kemaslahatan.
Pemerintah berperan sebagai otoritas yang menetapkan atau

mengesahkan amil zakat, agar penyaluran zakat berjalan baik dan
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maslahat umat tercapai. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menegaskan bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat
bukan sekadar administratif tetapi untuk menjaga maslahat umat,
sesuai dengan kaidah bahwa tata kelola umat oleh imam harus

diarahkan pada kemaslahatan.

Selain dari dalil yang disebutka diatas, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) juga mengutip pendapat-pendapat klasik dari
ulama khususnya ‘Ulama madzhab Syafi iyyah. Misal Ibn Qasim

dalam Fath al-Qarib syarah Bajiiri menyatakan:
Gamind) gaesy oA 42T L& ARNEIEEE o 2l

" Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam
(pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta

zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”

Dari pendapat tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara
eksplisit mendefinisikan amil sebagai orang atau kelompok yang

ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga megutip pendapat dari
Imam Al-Sya’irazi dalam kitabnya Al-Muhadzhab dgn syarah Al-
Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab. Beliau menyebutkan bahwa jika
imam membagi zakat maka delapan golongan-penerima termasuk

amil, dan bagian amil sebagai upah. Kutipan pendapatnya adalah:
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"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam
(pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan
penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil
mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan
lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan
kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan
kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih
besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka
kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-
golongan yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika
terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari
kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan.
Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'l berpendapat: "ditambahkan
dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah)".
Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari
bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat
tersebut tidak salah”.

Dari pendapat Imam Al-Sya’irazi ini dapat disimpukan bahwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan imam meretribusikan

zakat kepada delapan golongan, termasuk juga amil.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutip
pendapat dari Imam Al-Nawaw1 dalam kitabnya A/-Majmu’ Syarah

Al-Muhadzzab. Beliau menyebutkan bahwa pihak-pihak seperti
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pengumpul, pencatat, penjaga harta zakat termasuk dalam golongan
amil dan berhak mendapat bagian dari bagian amil. Berikut

kutipannya:
Lileg oy Wy 38y oy aalls sad g st 46
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"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat Dan diberi bagian
dari bagian Amil yaitu Pengumpul wajib zakat, orang yang
mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta
zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat.
Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar
1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil
yvang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya”.

Dari pendapat ini disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menyebut tugas amil atau keriteria ‘Amil adalah mengumpulkan,

memelihara, mendistribusikan, dan melaporkan terealisasinya zakat.
. Ketetapan Fatwa

Berdasarkan dalil hukum yang telah dipaparkan diatas maka

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketetapan bahwa:

1) Amil zakat adalah :
a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh

Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
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2)

3)

4)

5)

b)

Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh
masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola

pelaksanaan ibadah zakat.

Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a)
b)
©)
d)

Beragama Islam

Mukallaf (berakal dan baligh)

Amanah

Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat

dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

Amil zakat memiliki tugas :

a)

b)

penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan
wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab
zakat, besaran tarif zakat, dan syaratsyarat tertentu pada
masing-masing objek wajib zakat

pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta,
pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat

pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat
agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar,

dan termasuk pelaporan

Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan

oleh Pemerintah (ulil amr).

Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau

disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya
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6)

7)

8)

9)

operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil
dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi
Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar
zakat.

Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan
dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi
Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai
dengan kaidah syariat Islam.

Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga
swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima
bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara
amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga
swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi
bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan
tugasnya sebagai Amil.

Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal

dari harta zakat.

Hukum ‘Amil zakat Non Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif

keagamaan di Indonesia menggunakan metodologi istinbath hukum

yang berpijak pada al-nash al-qath ‘i, qauli, dan manhaji. Dalam

konteks fatwa amil zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

70



cenderung mengadopsi pendekatan gauli yakni merujuk pada
pendapat ulama mazhab yang mu’tabar terutama mazhab Syafi’i
yang menjadi dasar hukum mayoritas umat Islam Indonesia. Dalam
fatwa Nomor 8 Tahun 2011 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
lebih mengedepankan pendapat kalangan Syafi’iyyah daripada
madzhab-madzhab yang lain.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi’iyyah, jelas bahwa amil
zakat adalah bagian dari struktur ibadah zakat yang memiliki
dimensi religius. Oleh karena itu, hanya Islam yang memenuhi
syarat sebagai amil zakat. Oleh sebab itu, fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 secara eksplisit menegaskan
bahwa ‘Amil zakat haruslah seorang Islam. Ketentuan ini didasarkan
pada prinsip dasar syariat Islam yang mengaitkan pengelolaan zakat
dengan aspek keimanan dan tanggung jawab keagamaan (ibadah).
Dalam ketetapan fatwa diatas, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
merumuskan bahwa ‘Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok
orang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat
serta disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Namun,
syarat pertama dan utama yang ditegaskan adalah beragama Islam,
di samping kriteria lain seperti mukallaf, amanah, dan memiliki
pengetahuan tentang hukum zakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat zakat bukan hanya

sebagai kewajiban sosial ekonomi, tetapi sebagai rukun Islam yang
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memiliki ketentuan ibadah khusus. Zakat diatur secara ketat dalam
Al-Qur’an dan Sunnah, mencakup objek, nisab, haul, dan mustahiq.
Oleh sebab itu, pelibatan non Islam dalam posisi inti pengelolaan
(amil) dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah mahdhah.

fatwa ini berperan penting dalam menjaga integritas teologis
dan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Ia menegaskan batas
antara ranah ibadah yang bersifat ritual dan keagamaan (mahdhah)
dengan ibadah yang bersifat sosial dan kemanusiaan (ghairu
mahdhah). Dengan menegakkan keislaman sebagai syarat utama
bagi amil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berupaya
melindungi nilai-nilai ibadah zakat, tetapi juga memastikan bahwa
zakat tetap menjadi alat pembangunan spiritual dan sosial umat
Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah Saw.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun
2011, dijelaskan pula bahwa ‘Amil zakat memiliki tugas yang sangat
spesifik, yaitu:
1) Mengumpulkan zakat melalui pendataan muzakki, penentuan

objek dan nisab, serta memastikan kelayakan zakat.
2) Menjaga dan mengelola harta zakat, termasuk keamanan dan
inventarisasi.

3) Mendistribusikan zakat secara benar kepada mustahiq.
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Ketiga fungsi tersebut merupakan amanah besar yang
memerlukan integritas spiritual dan moral yang tinggi. Oleh karena
itu, syarat keislaman menjadi penting agar setiap tindakan ‘amil

dilandasi niat ibadah dan pemahaman figh zakat.

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No.
8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Tentang ‘Amil zakat Non Islam

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, lembaga fatwa memiliki
peran strategis dalam menjawab dinamika sosial yang berkembang di
tengah masyarakat Islam modern. Dua lembaga yang menonjol dalam hal
ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta’ al-Misriyyah.
Keduanya sama-sama berfungsi sebagai otoritas keagamaan yang
memberikan panduan hukum Islam dalam berbagai persoalan, termasuk
dalam hal pengelolaan zakat. Walaupun sama-sama bersumber dari prinsip-
prinsip syariah, kedua lembaga ini memiliki konteks sosial, metodologi, dan

pendekatan istinbat hukum yang berbeda.

Salah satu tema yang menarik untuk dikaji secara komparatif adalah
status hukum keterlibatan non-Islam dalam pengelolaan zakat. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 yang
menjelaskan tentang kriteria ‘Amil zakat dan tugasnya. Sementara itu, Dar
al-Ifta’ al-Misriyyah dalam Fatwa Nomor 8623 mengeluarkan fatwa tentang

status hukum ‘Amil zakat dari kalangan non Islam. Membahas tentang status
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hukum keterlibatan non Islam dalam pengelolaan zakat, kedua lembaga

tersebut dalam mengeluarkan memiliki perbedaan dan persamaan dal

beberapa aspek. Berikut persamaan dan perbedaan tersebut:

1. Persamaan Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

a.

Dalil Hukum Utama

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki
dimensi ibadah sekaligus sosial. la berfungsi sebagai sarana
penyucian harta, pengentasan kemiskinan, dan distribusi
kesejahteraan umat. Karena sifatnya yang ibadah, seluruh ketentuan
zakat bersandar pada sumber hukum Islam yang tertinggi, yakni Al-
Qur’an. Dalam konteks ini, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dalam Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 maupun Dar al-Ifta’al-Misriyyah
dalam Fatwa Nomor 8623, keduanya berangkat dari landasan
hukum yang sama, yaitu dalil gath’i dari Al-Qur’an yang

menegaskan tentang pengelolaan zakat dan golongan penerimanya.

Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa dasar utama hukum
zakat bersumber dari firman Allah SWT dalam surah A¢-Taubah ayat
60, yang menjadi dalil pasti (nash gath’i) dalam pembahasan

zakat’”:

7T At-Taubah 60.
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin,
pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk
jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.”.

Ayat ini merupakan dasar yang disepakati oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta’ al-Misriyyah sebagai pedoman

utama dalam distribusi dan pengelolaan zakat.

Di dalamnya terkandung dua hal penting yaitu adanya
legitimasi syar’i terhadap keberadaan amil zakat, dan adanya
batasan yang pasti terhadap pihak-pihak yang berhak menerima
zakat (ashnaf al-zakah). Dengan demikian, baik Majelis Ulama
Indonesia (MUI) maupun Dar al-Ifta’ al-Misriyyah sama-sama
menempatkan ayat ini sebagai dalil utama untuk memahami
bagaimana zakat dikelola dan siapa yang berhak berperan di

dalamnya.
. Definisi dan Tugas ‘Amil

Dalam struktur pengelolaannya, keberadaan ‘amil zakat
memiliki posisi yang sentral, karena mereka adalah pelaksana

langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baik
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 8 Tahun 2011
maupun Dar al-Ifta’ al-Misriyyah melalui Fatwa Nomor 8623
tentang kerja sama dengan pihak non Islam dalam penyaluran zakat,
sama-sama menekankan pentingnya fungsi dan peran ‘amil sebagai
pihak resmi yang mengatur zakat secara terorganisir. Meskipun
kedua fatwa tersebut lahir dalam konteks sosial dan geografis yang
berbeda, keduanya memiliki kesamaan dari sisi definisi dan tugas

‘amil sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum Islam.

Dalam perspektif kedua lembaga tersebut, ‘amil zakat secara
esensial didefinisikan sebagai orang atau lembaga yang diberi
otoritas oleh penguasa (imam) untuk mengurus zakat baik dalam
pengumpulan, pencatatan, maupun pendistribusian kepada para
mustahiq. Definisi ini bersumber dari makna bahasa dan istilah
dalam Al-Qur’an surat A¢-Taubah ayat 60 yang menyebutkan “al-

‘amilin ‘alayha”, yakni orang-orang yang bekerja mengurus zakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 8
Tahun 2011 menjelaskan bahwa amil zakat adalah setiap orang atau
lembaga yang diberi tugas secara resmi untuk melaksanakan
kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Demikian pula Dar al-Ifia’
al-Misriyyah mendefinisikan amil sebagai pihak yang ditugaskan
secara sah untuk mengatur urusan zakat dengan mengedepankan

kemaslahatan dan prinsip keadilan syariat.
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Dari sisi tugas dan fungsi, kedua fatwa menegaskan bahwa
amil memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap seluruh
tahapan pengelolaan zakat, mulai dari menghitung kadar zakat,
mengumpulkan, mendata para muzakki, hingga
mendistribusikannya kepada para mustahiq. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) maupun Dar al-Ifta’ al-Misriyyah sepakat bahwa
zakat didistribusikan oleh imam, maka harus dibagi kepada delapan
asnaf dan bagian pertama diberikan kepada amil. Sebab, amil
memperoleh bagian zakat sebagai upah atas pekerjaannya,
sedangkan golongan lain mendapatkannya dalam bentuk bantuan
sosial. Artinya, posisi amil memiliki sifat profesional dalam struktur

ibadah zakat.

Dari sisi otoritas penugasan, baik Majelis Ulama Indonesia
(MUI) maupun Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menegaskan bahwa
penunjukan amil harus bersifat resmi. Dalam Islam, amil zakat tidak
boleh berdiri secara individual tanpa pengesahan dari otoritas
keagamaan atau negara. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dan Dar al-Ifta’ al-Misriyyah memiliki kesamaan dalam memahami
batasan kewenangan amil. Keduanya sepakat bahwa amil tidak
memiliki hak mutlak atas zakat yang dikumpulkan, melainkan hanya

sebagai pelaksana amanah syar’i.

77



Tabel 3

Persamaan Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Aspek Persamaan

Fatwa Majelis Ulama

Fatwa Dar al-Ifta’ al-

Indonesia (MUI) Nomor 8 Misriyyah Nomor 8623
Tahun 2011
Dalil Utama Menggunakan QS. At-Taubah | Menggunakan QS. At-Taubah
ayat 60 sebagai landasan | ayat 60 sebagai landasan
utama. utama.
Definisi dan tugas | Amil adalah orang/lembaga | Amil adalah lembaga/individu

Amil Zakat

yang ditunjuk otoritas Muslim
(imam/ulil amri) untuk
mengelola zakat yang bertugas
Mengumpulkan, mencatat,
mengelola, dan
mendistribusikan zakat.

yang diberi wewenang oleh
negara untuk mengurus zakat

yang memiliki tugas M
engumpulkan, mencatat,
mengelola, dan

mendistribusikan zakat.

2. Perbedaan Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

a. Teknis Penetapan Fatwa

Mesir,

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, yang didirikan tahun 1895 di

berfungsi  sebagai

lembaga

keberfatwaan  yang

memungkinkan seorang mufti atau tim fatwa menerima pertanyaan
dari seorang individu (mustafti) dan kemudian merespons dengan
jawabannya sendiri sebagai fatwa. Dalam mekanisme ini maka
struktur pengambilan keputusan fatwa lebih bersifat individual atau
satu-pertanyaan ke satu mufti, bukan melalui musyawarah nasional
atau sidang kolektif yang forum besar. Dalam model tersebut,

prosesnya biasanya adalah seorang mustafti mengajukan pertanyaan
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ke lembaga fatwa (dalam kasus Dar al-Ifia’ al-Misriyyah melalui
kanal daring atau tatap muka), kemudian pertanyaan tersebut
diterima oleh tim penasihat atau langsung oleh mufti setelah itu
mufti menelaah dalil al-Qur’an, Hadits, ijma’, giyas serta konteks
sosial dan kemudian memberikan jawaban atau fatwa yang
ditandatangani oleh mufti atau lembaga.”

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menggunakan model yang berbeda. Fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) banyak ditetapkan melalui forum /jtima’ Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia yang melibatkan banyak ulama,
pengurus komisi fatwa dari berbagai provinsi, akademisi,
perwakilan pesantren, organisasi keagamaan, dan pihak terkait.
Model ini adalah model ijtihad kolektif (jama i) di mana persoalan
yang diajukan berasal dari masyarakat luas atau pemerintah
kemudian dikaji dalam beberapa komisi pra-ijtimad’ kemudian
dibahas di sidang pleno ijjtima’ kemudian diputuskan sebagai
Keputusan Jjtima’ Ulama atau fatwa yang bersifat nasional.

Sebagai misal, buku “Konsensus Ulama Fatwa Indonesia
2024” yang memuat keputusan hasil /jsima’ membuktikan bahwa
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan produk kolektif

ulama se-Indonesia. Di sini prosesnya bukan hanya satu mufti yang

8 “Egypt’s Dar Al-Ifta | Everything About Fatwa,” accessed November 7, 2025, https://www.dar-
alifta.org/en/fatwa.
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menjawab satu pertanyaan, tapi banyak pihak terlibat dalam
musyawarah dan pengambilan keputusan bersama.”
b. Penyertaan Hadits sebagai Dalil
Dalam kedua fatwa tersebut, terlihat perbedaan mencolok
dalam cara masing-masing lembaga menggunakan sumber hukum
Islam sebagai dasar istinbat fatwa. Hal ini dapat dilihat dalam
perbandingan antara fatwa Dar al-Ifia’ al-Misriyyah No. 8623 dan
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang
regulasi Amil Zakat khususnya dari sisi agama. Kedua fatwa
tersebut membahas tema yang serupa, yakni persoalan hukum
pengelolaan zakat, tetapi berbeda dalam pendekatan metodologis
serta sumber hukum yang digunakan. Perbedaan utama yang dapat
ditemukan adalah bahwa fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623
sama sekali tidak menyertakan dalil Hadits sebagai dasar penetapan
hukumnya, sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8
Tahun 2011 secara eksplisit menggunakan Hadits Nabi SAW sebagai
penguat normatif terhadap ketetapan hukum yang mereka keluarkan.
Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis penyusunan fatwa,

melainkan mencerminkan perbedaan epistemologis dan manhaj

istinbat hukum antara dua lembaga tersebut.

7 Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan
Aplikasinya Dalam Fatwa,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (December 28, 2018): 120—
33, https://doi.org/10.31603/CAKRAWALA.V1312.2402.
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Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dalam fatwa No. 8623 menjelaskan
pandangannya mengenai kemungkinan keterlibatan non Islam
dalam proses pendistribusian zakat. Dalam teks fatwa tersebut, Dar
al-Ifta’ al-Misriyyah menekankan bahwa zakat memang merupakan
ibadah yang bersifat ta ‘abbudi, namun sebagian proses administratif
dan sosial dalam pendistribusiannya tidak termasuk dalam bagian
ibadah mahdhah.. Menariknya, dalam fatwa ini tidak terdapat
kutipan atau penggunaan Hadits Nabi SAW secara langsung.

Dar  al-lfta’  al-Misriyyah ~ justru ~ mendasarkan
argumentasinya pada dalil umum dari Al-Qur’an, serta dibangun
berdasarkan pada rasionalitas hukum (al- ‘aq! al-fight) dan prinsip
maqasid al-syari‘ah yang menekankan pada kemaslahatan sosial
dan kemanusiaan. Dengan dasar itu, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
membolehkan keterlibatan mereka selama proses pengawasan dan
penyaluran zakat tetap dikendalikan oleh umat Islam. Dalam
penalaran tersebut, tidak disebutkan satu pun Hadits yang digunakan
untuk menguatkan argumentasi hukum. Ini menunjukkan bahwa
Dar al-Ifta’ al-Misriyyah lebih mengedepankan pendekatan
maqasidi dan rasional daripada pendekatan nash literal.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8
Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dasar hukum yang digunakan
mencakup Al-Qur’an, Hadits, ijjma‘, dan pendapat para ulama

mazhab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit
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menggunakan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai dasar
argumentasinya. Hadits yang digunakan adalah sabda Nabi ketika

mengutus Mu‘adz bin Jabal ke Yaman:

<
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““Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman
bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT
mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara

mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara
mereka.” (HR Bukhari & Muslim dari Ibnu ‘Abbas).

Hadits ini dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
bahwa zakat harus berada dalam lingkaran komunitas Islam, baik
dari sisi muzakki, mustahiq, maupun amilnya. Penggunaan Hadits
tersebut mengandung makna bahwa seluruh proses zakat bersifat
internal dalam umat Islam.
Metodologi Istinbat Hukum

Dalam tradisi hukum Islam, istinbat al-ahkam atau proses
penggalian hukum merupakan kunci dalam menentukan hasil ijtihad
dan fatwa. Setiap lembaga fatwa memiliki metode dan orientasi
yang berbeda sesuai konteks sosial, politik, dan kultural yang
melingkupinya. Perbedaan ini tampak jelas antara fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 dan Dar al-Ifta’ al-
Misriyyah No. 8623, dalam masalah keabsahan non Islam sebagai

amil zakat.
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Meskipun keduanya bersumber dari dalil-dalil yang sama
yakni Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas cara menafsirkan,
mengombinasikan, dan mengaplikasikan sumber-sumber tersebut
sangat berbeda. Perbedaan metodologi ini menyebabkan variasi
dalam kesimpulan hukum, meskipun keduanya berangkat dari
semangat maqasid al-syari ‘ah yang sama, yaitu kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara metodologis
menggunakan tiga bentuk istinbat hukum, yaita nash gath T, qaull,
dan manhaji. Nash qathT menekankan penarikan hukum
berdasarkan teks-teks syariat yang pasti, seperti ayat Al-Qur’an atau
Hadits mutawatir. Qauli mengacu pada pendapat ulama mazhab
yang otoritatif, dan manhaji menggunakan kaidah ushul figh sebagai
dasar penalaran hukum baru.

Pendekatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berakar pada
mazhab Syafi’i, yang menjadi mazhab dominan di Indonesia. Oleh
sebab itu, banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung
mengikuti pandangan fugahd’ Syafi’iyyah, termasuk dalam
fatwanya Nomor 8 Tahun 2011 tentang penetapan bahwa ‘Amil zakat
harus beragama Islam. Misalnya dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 menggunakan pendapat
Mazhab Syafi’i melalui Ibnu Qasim al-Ghazi dalam Fath al-Qarib

al-Mujib (Syarah al-Bajuri, 1/543) mendefinisikan:
doint] Lasbsy BiZall i F By aliaint s iy

83



" Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam
(pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta
zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”

Dari ini secara tegas menyebut bahwa amil adalah orang yang
ditunjuk oleh pemimpin Islam (imam) untuk mengelola zakat, dan
karena itu keislaman menjadi syarat sahnya tugas keagamaan
tersebut.

Sebaliknya, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah memiliki metodologi
istinbat yang lebih inklusif dan korelatif dengan empat mazhab yaitu
Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Lembaga ini tidak terikat pada
satu mazhab tertentu, tetapi menggabungkan pendapat dari berbagai
mazhab dengan prinsip rekonsiliasi dan harmonisasi hukum (jam °
wa al-tawfig). Hal ini memungkinkan keluarnya fatwa yang lebih
kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mesir yang
multikultural.

Pendekatan korelatif ini merupakan ciri khas al-manhaj al-
mugqaran, yaitu metode perbandingan antar mazhab yang digunakan
Dar al-Ifta’ al-Misriyyah. Melalui metode ini, mufti tidak hanya
melihat teks-teks hukum klasik secara literal, tetapi juga
mempertimbangkan tujuan hukum (magasid), realitas sosial (wagqi ),
dan maslahat aktual umat.

d. Ketentuan Hukum “Amil zakat Non Islam
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Zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial yang sangat kuat.
Sebagai ibadah, zakat diatur dengan ketentuan yang tegas mengenai
niat, subjek, objek, serta pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Namun dalam pelaksanaannya, muncul persoalan kontemporer
mengenai siapa yang berhak menjadi ‘Amil zakat, khususnya apakah
non Islam diperbolehkan menjadi pengelola atau petugas zakat.
Persoalan inilah yang membedakan pandangan antara Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifia’ al-Misriyyah. Baik Majelis
Ulama Indonesia (MUI) maupun Dar al-Ifta’ al-Misriyyah sama-
sama menegaskan pentingnya peran ‘Amil zakat dalam sistem
distribusi zakat modern. Namun keduanya memiliki perbedaan
mendasar dalam penetapan hukum terhadap keterlibatan non-
Muslim sebagai ‘Amil zakat. Perbedaan ini bukan karena perbedaan
pandangan terhadap nilai sosial zakat, tetapi karena perbedaan cara

memahami aspek ibadah dalam pengelolaan zakat.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8§
Tahun 2011 tentang ‘Amil zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dengan tegas menyatakan bahwa ‘Amil zakat harus beragama Islam.
Ketentuan ini bersumber dari pemahaman figh mazhab Syafi’i yang
menempatkan zakat sebagai ibadah mahdhah yang tidak dapat
dilaksanakan kecuali oleh orang Islam. ‘Amil zakat, dalam
pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan bagian dari

pelaku ibadah zakat, bukan sekadar pegawai administratif. Majelis
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Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pandangannya pada pendapat
ulama seperti Ibnu Qasim al-Ghazi dalam Fath al-Qarib dan al-
Nawawi dalam A/-Majmii‘, yang menyebutkan bahwa amil adalah
orang yang ditugaskan oleh pemimpin (imam) untuk mengumpulkan
dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Karena tugas ini
bagian dari pelaksanaan syariat, maka amil harus seorang Muslim

yang memahami hukum zakat dan memiliki niat ibadah.

Sebaliknya, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dalam fatwa Nomor
8623, menampilkan pendekatan yang lebih terbuka. Dar al-Ifia’ al-
Misriyyah menegaskan bahwa pengelolaan zakat pada dasarnya
adalah bagian dari sistem sosial Islam yang bertujuan menciptakan
keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Oleh karena itu,
diperbolehkan adanya keterlibatan non Islam dalam urusan
administratif zakat, selama mereka tidak memegang kekuasaan

untuk menentukan hukum atau distribusi secara keagamaan.

Perbedaan mendasar antara dua lembaga fatwa ini dapat
ditelusuri pada perbedaan kerangka teologis. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) berpijak pada paradigma ta‘abbudi bahwa zakat
adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada non islam karena
menyangkut ketaatan langsung kepada perintah Allah. Sedangkan
Dar al-Ifta’ al-Misriyyah berpijak pada paradigma ijtihadi dan

maslahi, yang memandang zakat sebagai sarana untuk mencapai
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tujuan sosial Islam (magasid al-syari ‘ah), sehingga membuka ruang

bagi non-Muslim dalam aspek teknis dan sosial.

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), posisi
‘Amil zakat termasuk bagian dari “‘amilin ‘alayha” yang disebut
dalam QS. A#-Taubah [9]: 60. Ayat ini secara tekstual menunjukkan
bahwa amil adalah bagian dari pelaksana zakat yang berhak
menerima bagian zakat karena tugas keagamaan mereka. Oleh sebab
itu, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), orang yang tidak
beriman kepada kewajiban zakat tidak dapat menjadi pelaksana

ibadah zakat itu sendiri.

Sementara itu, Dar al-Ifta’ al-Misriyyah menafsirkan ayat
tersebut secara lebih kontekstual. Menurut lembaga ini, istilah “al-
‘amilin ‘alayha” mencakup siapa pun yang bekerja dalam sistem
pengelolaan zakat, selama tugasnya bersifat administratif dan
membantu terlaksananya distribusi dengan benar. Dalam pandangan
ini, tidak semua unsur pengelolaan zakat bersifat ibadah mahdhah.
Ada aspek sosial ekonomi (mu ‘@malah) yang bersifat terbuka

terhadap kerja sama lintas agama.
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Tabel 4

Perbedaan Fatwa Dar Al-Ifta’ Al Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Aspek Perbedaan Majelis Ulama Indonesia Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
(MUI) Nomor 8 Tahun 2011 Nomor 8623
Teknis Penetapan | Ditetapkan  dalam  forum | Mufti atau tim  fatwa
Fatwa Iitima’ Ulama Komisi Fatwa | menerima pertanyaan dari

se Indonesia.

seorang individu (mustafti)
dan kemudian Mufti
merespons dengan
jawabannya sendiri sebagai
fatwa.

Penggunaan Hadis | Menyertakan dalil  hadits | Tidak menyertakan dalil hadis
dalam rincian fatwanya. secara eksplisit dalam

perumusan fatwa.
Metode Istinbath Cenderung mengikuti | Menggunakan ~ metodologi
pandangan fuqahd’ | istinbat yang lebih inklusif
Syafi’iyyah dengan | dan korelatif dari empat

mencantumkan dasar kutipan
dari ‘Ulama Madzhab.

mazhab yaitu Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan Hanbali dengan
mencantumkan pendapat
Ulama dari kalangan madzhab
tersebut.

Keputusan Hukum

Non Islam tidak boleh
menjadi amil zakat.

Non Islam boleh menjadi amil
zakat.

88




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Nomor 8 Tahun 2011 dan Dar al-Ifta’ al-Misriyyah Nomor 8623,

dapat disimpulkan bahwa:

1.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa syarat ‘Amil zakat
harus beragama Islam dikarenakan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menjadikan madzhab Syafi'iyvah sebagai tendensi utama yang
menyatakan bahwa zakat adalah ibadah Mahdah yang mana
pengelolanya harus dari kalangan orang islam. Sedangkan Dar al-Ifta’
al-Migriyyah memperbolehkan non Islam mendistribusikan zakat
karena menganggap bahwa ‘Admil Zakat adalah pihak yang menggelola
saja dan menafsirkan ayat al-‘amilina 'alayha dengan tanpa kriteria
yang kemudian dikembangkan kembali dengan pendapat ‘Ulama
madzhab lainnya.

Letak persamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011
dan Dar al-Ifta’ al-Misriyyah No. 8623 adalah dalam menggunakan
dalil hukum utama yaitu QS. Surah Al-Taubah ayat 60 serta dalam
mendefinisikan dan menetapkan tugas ‘Amil zakat yaitu orang atau
lembaga yang diberi otoritas oleh penguasa (imam) untuk mengurus
zakat baik dalam pengumpulan, pencatatan, maupun pendistribusian

kepada para mustahiq. Sedangkan sisi perbedaan fatwa Majelis Ulama

89



Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 dan Dar al-Ifta" al-Misriyyah No.
8623 adalah dalam teknis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-
Ifta' al-Migriyyah dalam menetapkan fatwa, pemakaian dalil Hadits
dalam merumuskan fatwa, metode Istinbath yang digunakan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta" al-Misriyyah dalam
merumuskan fatwa tersebut serta dalam ketentuan hukum tentang
'"Amil zakat non Islam yang mana Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengharuskan ‘Amil Zakat dari kalangan orang Islam sedangkan Dar
al-Ifta’ al-Migriyyah memperbolehkan non Islam untuk menjadi ‘Amil
Zakat.

. Berdasarkan analisis komparatif terhadap Fatwa Dar al-Ifta’ al-
Misriyyah No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8
Tahun 2011, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum
yang digunakan oleh Dar al-Ifta’ al-Misriyyah lebih komprehensif
dalam merespons realitas sosial kontemporer. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah
menimbang persoalan keikutsertaan non Islam sebagai amil zakat
melalui  perspektif magdsid al-syari‘ah, kemaslahatan publik
(maslahah ‘ammah), serta konteks kelembagaan negara modern yang
menuntut profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Argumentasi
Dar al-Ifta' al-Misriyyah bertumpu pada konsep tadbir al-mal, prinsip
universal keadilan, serta fleksibilitas figh dalam wilayah administrasi
dana sosial umat. Pendekatan ini membuat fatwa Dar al-Ifta’ al-

Migsriyyah lebih adaptif, responsif, dan relevan terhadap dinamika
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lembaga keuangan syariah global dan sistem administrasi publik yang

bersifat inklusif.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap perbedaan ketetapan hukum antara
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 dan fatwa Dar al-
Ifta’ al-Misriyyah No. 8623, peneliti memberikan beberapa saran agar hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, akademisi, serta

masyarakat luas.

1. Pemerintah
Disarankan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian
Agama dan Badan ‘Amil zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat
regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat agar tidak
menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Pemerintah dapat
merumuskan pedoman yang menjelaskan batas-batas kerja sama antara

lembaga zakat Islam dengan organisasi non-Muslim.

2. Peneliti dan Akademisi
Disarankan bagi kalangan akademisi dan peneliti untuk
memperluas kajian komparatif fatwa lintas negara dalam bidang zakat
dan ekonomi Islam. Kajian-kajian semacam ini dapat memperkaya
khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer serta menjadi bahan

rekomendasi bagi pembuat kebijakan.
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Lampiran 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 8 Tahun 2011
Tentang
AMIL ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

MENGINGAT

a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong
peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti
oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara
signifikan;

b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi
yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada
rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga
diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat,
kriteria, serta hak dan kewajibannya;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai
hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi,
kriteria, serta tugas dan kewenangannya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

1. Firman Allah SWT:

» Sk At Tl | g 5K e 0D
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. Al-
Taubah : 103).

Gh el oadl Al dsaal )

' - o # . R Zatd i mogh 1B SPNERE,
b dee 5 0wl SB35 (4B aasals
- - 4 - e - -
AT P | | g S g WO.A | IV
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

1y
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“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman
bersabda : ... ... ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa

Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang
kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para
orang-orang fakir di antara mereka “. (HR Bukhari dan
Muslim dari lbnuAbbas)

\'A.;A“U\jb;é.ﬂu}dpqﬂ\yab\d}.ﬂ)ﬁ:ﬂ\

L ;l,-\..,lu...md,\ k5:,4,‘;._1‘, R s
“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki- Iakl dari bani Al-
Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di
daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan
evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan “. (HR Bukhari
dan Muslim dariAbi Humaid Al-Saa’idy)
s 22 ?

&;}A ‘AJ\ "G""J Q;)LAD¢0A-A_5\&;.P &_.«:..a\

3

Jmcd\&df‘,‘ww&:\ vl_AQ“dl_-oAJ
A.b&‘duﬂ\Jf)W&w#&bcw‘b

\}JA»‘J}«NJ@J\A"&J}’\P&-«J—A’— ¢5-1—Ax9‘ ("L"}
bxa/’,‘}ismwmr;d..u,zpm\u ol y e

“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus
harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau
memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata :
sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT,
semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata : Ambillah
apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku
juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan
beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku
mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah
SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau
tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau
sedekahkan. (HR Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama
Ibnu Al-Sa’di)

3. Qaidah fighiyyah
) (85 el
“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan
dituju “
;__>-\ )@m\l\wuhr.,\jb

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan
melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut
hukumnya menjadi wajib “
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“Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas | terhadap rakyat
harus mengikuti kemaslahatan “

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah
Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil
sebagal berikut :

GinEa] ad3y il **‘JHW‘ ilse o Jordy

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam
(pemimpin negara) untuk  mengumpulkan dan
mendistribusikan harta zakat “

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzzab ( Al-
Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab 6/167 ) yang menerangkan
mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil
sebagai berikut:

r«—“‘ A QJ&L«—«—A(-'U‘ A Rty R 6.0\ o .u
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“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam
[pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan
penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena
Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah,
sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila
bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah
pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian
tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari
kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan -
di luar kewajaran tersebut — dikembalikan untuk golongan-
golongan yang lain dari mustakhiq zakat secara
proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian
Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka
akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’l
berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian
kemashlahatan [ fi sabilillah ]". Sekiranya ada yang
berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian
golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat
tersebut tidak salah “

1\\»

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah
Al-Muhadzzab ( 6/168 ) mengenai orang-orang yang dapat
masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:
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“Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi
bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat,
orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi
dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk
bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan
bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena
mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak
mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam
Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang
terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG AMIL ZAKAT
Pertama : Ketentuan Hukum

1. Amil zakat adalah :

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh
Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah
zakat; atau

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh
masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk
mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

2. Amil zakat harus memenubhi syarat sebagai berikut :
a. Beragama Islam;
b. Mukallaf (berakal dan baligh);
c. Amanah;
d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum
zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil
zakat.

3. Amil zakat memiliki tugas :

a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi
pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat,
besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-
syarat tertentu pada masing-masing objek wajib
zakat;

b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta,
pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan

c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta
zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik
dan benar, dan termasuk pelaporan.

4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat
disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).

5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh
Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak
mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat
yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang
merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah
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dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar
zakat.

. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat -

seperti iklan - dapat dibiayai dari dana zakat yang
menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas
kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah
syariat Islam.

. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau

lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak
berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi
bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak
memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta
berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi
bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip
kewajaran.

. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam

kaitan tugasnya sebagai Amil.

. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang

berasal dari harta zakat.

Kedua : Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
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